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Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan : 29 Juli 2022
Masa Penawaran Umum : 2 - 4 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan : 4 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik : 5 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 8 Agustus 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMIS| EFEK BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERNCANTUM
DALAM PROSPEKTUS INL.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK

INDONESIA (“BEI”)
& PNEP

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan

Kantor Pusat:
Graha KCT Lt. 3
JI. W.R. Supratman No.23
Surabaya, Jawa Timur - Indonesia
Tel. (+62) 31 - 568 0121
Fax. (+62) 31 - 568 0122
E-mail: corsec@pnep.co.id
Website: www.pnep.co.id
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan
disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”),
yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham.
Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung
dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar
Rp222.400.000.000,- (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah).

Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”) berdasarkan Akta No. 18/2022 tanggal 5 April 2022.
Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menetapkan untuk mengalokasikan sebesar 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu) saham atau
sebesar 1,84% (satu koma delapan empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam
segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian
dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang
Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang
ditawarkan kepada pihak lain.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN KURS DOLLAR. KETERANGAN
SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM
PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN
AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN
DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM
PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM,
TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

trlmegah

SECURITIES
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Thk

PARA PENJAMIN EMISI EFEK
Akan ditentukan kemudian (jika ada)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022



PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Thk (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas
Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 115/COR-CEOQ/IV/2022 tanggal 11 April 2022 sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara
Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
(“BEI") sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-04354/BEI.PP2/06-2022 tanggal 2 Juni 2022. Apabila
syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan
uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan
Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum
Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi
masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar
profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan
keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan
afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII tentang Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Bab Xl tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH
INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK
MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN
BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA
MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN
INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.
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DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”

“Anggota Bursa Efek”

“Bank Kustodian”

“Bapepam”

“‘Bapepam dan LK”

"Biro Administrasi Efek” atau
HBAEI!

“Bursa Efek” atau “BEI”

"Daftar Pemegang Saham” atau
‘DPS”

“ Efe ku

"Efektif’

berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM vyaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik
secara horisontal maupun vertikal;

b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota
Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung,
mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak
langsung oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan
mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai
dengan peraturan Bursa Efek.

berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa
penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
UUPM.

berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal
11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada
saat ini, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor Pasar Modal beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan UU
OJK.

berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham
dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.

berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM,
yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas
berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan dan
diperdagangkan.

berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan
Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang
diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,
obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak
Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.

berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor IX.A.2, yaitu:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima
OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan
dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum;
atau
b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan
Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau



“Entitas Anak” atau “Gem’

“Harga Penawaran”

"Hari Bursa”

"Hari Kalender”

"Hari Kerja”

“Kemenkumham”

“Konfirmasi Tertulis”

“KSEI

“Manajer Penjatahan”

“‘Masa Penawaran”

"Masyarakat”

“‘Menkumham”

“Otoritas Jasa Keuangan” atau

noJKu

“Partisipan Admin”

2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau
tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

berarti PT Global Eka Marine, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan
di Jakarta, Indonesia, yang merupakan perusahaan anak Perseroan.

berarti harga untuk setiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum, harga
tersebut akan ditentukan dan disetujui oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dan selanjutnya ditetapkan suatu Addendum Perjanjian Pelaksana Emisi Efek.

berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin
sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau
dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorian Calender tanpa kecuali,
termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh
Pemerintah.

berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia.

berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau
Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas
mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada
Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan.

berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan
saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7,
POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian
Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41 Tahun
2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur
dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.

berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau
badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang
bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan.

berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk
oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem
Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 41
Tahun 2020, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.



“Partisipan Sistem”

“Pasar Perdana”

“Pasar Sekunder”

"Pemegang Rekening”

“Penawaran Awal”

“Penawaran Umum Perdana
Saham” atau
“Penawaran Umum”

“Penitipan Kolektif’

“Penjamin Emisi Efek”

“Penjamin Pelaksana Emisi

Efek”

“Peraturan Nomor VIII.G.12”

“Peraturan Nomor IX.A.2”

“Peraturan Nomor IX.A.7”

“Peraturan Nomor IX.J.1”

“Perjanjian Pendaftaran Efek”

............................

berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang
disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum
Elektronik.

berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada
Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut
dicatatkan pada Bursa Efek.

berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal
Pencatatan.

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi
Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
Peraturan KSEI.

berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan
Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas
efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan
POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41
Tahun 2020.

berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan
untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam
UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak
yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan
Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran
hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan
Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk.

berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM,
No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh
Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM
dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum.

berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000
tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30
Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
& LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran
Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik.

berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan
dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-
042/SHM/KSEI/0422 tanggal 27 April 2022, berikut perubahan-perubahan dan/atau
penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para
pihak di kemudian hari.



“Perjanjian Pengelolaan berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT
Administrasi Saham” Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 34 tanggal 6 April 2022, sebagaimana
yang telah diubah oleh Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 7, tanggal 9 Mei
2022, keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H, Notaris di Jakarta, berikut seluruh
perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.

“Perjanjian Penjaminan Emisi berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Pelayaran

Efek” Nasional Ekalya Purnamasari Tbk No. 35 tanggal 6 April 2022, sebagaimana yang telah
diubah oleh Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 8, tanggal 9 Mei 2022, keduanya
dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H, Notaris di Jakarta, berikut seluruh perubahan
dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.

“Pernyataan Efektif’ berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh
persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan
Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.

“Pernyataan Pendaftaran” berarti dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan bersama-sama dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan
penjualan Saham Yang Ditawarkan.

"Perseroan” berarti PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia dan berkedudukan di Surabaya, Indonesia.

"Perusahaan Efek” berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara
pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.

“POJK No. 15 Tahun 2020” berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

“POJK No. 16 Tahun 2020” berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

“POJK No. 17 Tahun 2020” berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama.

“POJK No. 41 Tahun 2020” berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

“POJK No. 42 Tahun 2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan.

“POJK No. 7 Tahun 2017” berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek
Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

“POJK No. 8 Tahun 2017” berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan
Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat
Ekuitas.

“POJK No. 23 Tahun 2017” berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan
Info Memo.

“POJK No. 25 Tahun 2017” berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang

diterbitkan sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
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“POJK No. 30 Tahun 2015

“POJK No. 33 Tahun 2014

“POJK No. 34 Tahun 2014

“POJK No. 35 Tahun 2014

“POJK No. 55 Tahun 2015

“POJK No. 56 Tahun 2015

"Prospektus”

“Prospektus Awal’

“Prospektus Ringkas”

“PT GEM”

“Rekening Efek”

HRpl!
‘RUPS”
‘RUPSLB”

“Saham”

“Saham Baru”

“Saham Yang Ditawarkan”

berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.

berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi
Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau
Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.

berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham
dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, juncto POJK No. 8 Tahun 2017 dan POJK No. 7 Tahun
2017.

berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang
disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi
mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau
hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan,
yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai
dengan POJK No. 23 Tahun 2017.

berarti ringkasan Prospektus Awal yang disusun bersama-sama dengan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sesuai dengan POJK
No. 41 Tahun 2020 dan POJK No. 8 Tahun 2017 dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari
Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat
melakukan Penawaran Awal.

PT Global Eka Marine, merupakan anak perusahaan dari Perusahaan.

berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang
saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak
pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek
dan/atau Bank Kustodian.

berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.

berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan
akan dikeluarkan.

berarti sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas
nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan
Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA dan akan dicatatkan pada
Bursa Efek.

berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan
nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual
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“Sistem Penawaran Umum
Elektronik”

“Sertifikat Jumbo”

“Subrekening Efek yang
selanjutnya disingkat SRE”

“Subrekening Efek Jaminan”

“Surat Kolektif Saham”

“Surat Konfirmasi Pencatatan
Saham”

‘SEOJK No. 15 Tahun 2020”

“Tanggal Pembayaran”

“Tanggal Pencatatan”

“Tanggal Penjatahan”

“Tanggal Penyerahan Efek”

‘UuPm”

“UUPT”

kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian
dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua
belas juta) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 15% (lima belas persen)
dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana
Saham.

berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan
kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksu dalam POJK No. 41 Tahun
2020.

berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk
kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan UUPM ketentuan
KSEI.

berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan
berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan
Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban
nasabah anggota kliring.

berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar Perseroan.

berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama
KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan,
Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan
Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa
Saham Secara Elektronik.

berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana
harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek yang wajib
dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.

berarti suatu tanggal pada saat Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham
Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening yang waijib
dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Efek.

berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu
tanggal 20 Juni 2022.

berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November
1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995,
Tambahan No. 3608.

berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus
2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun
2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan
yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini
dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi
keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian
Perseroan No. 11, tanggal 20 April 1992, yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., Notaris di Ambon
sebagaimana diubah seluruhnya dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan Berkedudukan di
Kotamadya Ambon No. 1, tanggal 10 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta,
dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia — “Menkumham”), berdasarkan Surat Keputusan No. C-13404 HT.01.01.TH.2001, tanggal 16 November 2001,
sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”) No. 012717 pada Berita Negara
Republik Indonesia (“BNRI") No. 028, tanggal 8 April 2022 (“Akta Pendirian”).

Hingga 31 Desember 2021, Perseroan memiliki dan mengoperasikan lebih dari 100 (seratus) unit berbagai macam armada
yang terdiri atas Crewboat, Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS), Platform Support Vessel (PSV), Utility Vessel &
Specialized Vessel. Dengan dukungan armada diatas Perseroan mampu memberikan layanan dibidang penyewaan kapal,
pekerjaan lepas pantai, logistik, Engineering Procurement Construction and Training & Development.

Saat ini Perseroan telah berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, memiliki 5 (lima) kantor wilayah & pemeliharaan, Training
Center dan Afiliasi Perusahaan Galangan yang mampu memberikan Layanan yang Cakap dan Handal berbasis Safe, Reliable
dan Efficient, dalam menyediakan Sustainable Total Marine Solution.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Penyewaan Kapal

Pekerjaan Lepas Pantai

Logistik

EPC (Engineering, Procurement & Construction)
Pelatihan dan Pengembangan

® 0o

Prospek Usaha

Di Indonesia terdapat sekitar 100 perusahaan sebagai Penyedia Jasa di bidang sejenis terhadap Kontraktor Kontrak Kerja
Sama SKK Migas. Selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) pengadaan di bidang
offshore yang diadakan oleh pemerintah dan perusahaan swasta, dimana Perseroan berhasil mendapatkan sebanyak 17
(tujuh belas) dari 39 total tender yang diikuti atau sebesar 43,59% (empat puluh tiga koma lima puluh sembilan persen).
Rincian mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai
berikut;

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Pers(;;tase
Modal Dasar 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 96,90
Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 3,00
Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.300.000.000 630.000.000.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 18.900.000.000 1.890.000.000.000




4. Penawaran Umum Perdana Saham

............................

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

Jumlah Saham Baru

Persentase Saham Yang Ditawarkan

Nilai Nominal
Harga Penawaran
Nilai Emisi

Masa Penawaran Umum
Tanggal Pencatatan di BEI

Sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas
nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka
pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA,
yang seluruhnya dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh
setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Rp200,- (dua ratus Rupiah)

Sebesar Rp222.400.000.000,- (dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus
juta Rupiah Rupiah).

2 - 4 Agustus 2022

8 Agustus 2022

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari
portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala
hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas
pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai

berikut;
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Keterangan Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp) Pe’s(ﬁ/")tase
0

Modal Dasar 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 96,90

Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 3,00

Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.300.000.000 630.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 18.900.000.000 1.890.000.000.000

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara

dalam

segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara

proforma

struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Keterangan - -
Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase
(Rp) (%) (Rp) (%)
Modal Dasar 25.200.000.000 2.520.000.000.000 25.200.000.000 | 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:
PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 96,90 6.104.700.000 610.470.000.000 82,36
Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 3,00 189.000.000 18.900.000.000 2,55
Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,10 6.300.000 630.000.000 0,09
Masyarakat - - - 1.112.000.000 111.200.000.000 15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan 6.300.000.000 630.000.000.000 100,00 7.412.000.000 741.200.000.000 100,00
Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel 18.900.000.000 1.890.000.000.000 17.788.000.000 | 1.778.800.000.000

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock

Allocation) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan
saham sebesar 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu ) saham biasa atas nama atau sebesar 1,84% (satu koma delapan



empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA ini telah
mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 5 April 2022 berdasarkan Akta No. 18/2022.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk
Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana Saham, termasuk Program ESA, secara proforma adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Keterangan Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Jumlah Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase
Saham (Rp) (%) (Rp) (%)
Modal Dasar 25.200.000.000 2.520.000.000.000 25.200.000.000 | 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:
PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 96,90 6.104.700.000 610.470.000.000 82,36
Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 3,00 189.000.000 18.900.000.000 2,55
Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,10 6.300.000 630.000.000 0,08
Masyarakat - - - 1.091.500.000 109.150.000.000 14,73
Peserta Program ESA - - - 20.500.000 2.050.000.000 0,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan 6.300.000.000 630.000.000.000 100,00 7.412.000.000 741.200.000.000 100,00
Disetor Penuh
Jumlah Saham dalam Portepel 18.900.000.000 1.890.000.000.000 17.788.000.000 | 1.778.800.000.000

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab | dari Prospektus ini.
5. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan
digunakan untuk :

1. Sekitar 56,70% akan digunakan untuk belanja modal dalam Pengadaan kapal OSV (Offshore Support Vessel) dan
Reactive Kapal OSV (Offshore Support Vessel). Belanja modal ditujukan untuk pengembangan ekspansi armada dan
layanan untuk kontrak baru dengan periode pengadaan pada tahun 2022 — 2023 yang akan diikuti oleh Perseroan dan
diadakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S).

2. Sekitar 16,97% akan digunakan untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha beberapa diantaranya mengakuisisi
kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine (M) SDN BHD yang berdomisili di Malaysia. PT Multi Eximindo
merupakan pihak afiliasi Perseroan.

Kazo Marine (M) SDN BHD didirikan pada tahun 2020 yang bergerak dibidang usaha Offshore Supply Ship.
Pertimbangan Perseroan atas akuisisi tersebut dikarenakan adanya potensi dan pangsa pasar yang menjadi
ekstensifikasi usaha selain di Indonesia dengan sasaran pangsa pasar di Asia Tenggara. Saat ini Perseroan telah
melakukan penjajakan dengan PT Multi Eximindo atas akuisisi dengan nilai wajar transaksi yang akan direalisasikan
dalam tahun 2022

3. Sekitar 17,99% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembangunan Kantor Pusat Perseroan
Sejak pindah ke Surabaya Perseroan belum mempunyai kantor operasional dimana hingga saat ini masih menyewa
kepada Tan Christian Taniputra. Atas kondisi tersebut Perseroan memutuskan untuk melakukan pembangunan kantor
baru dengan sistem Built Operate & Transfer (“BOT”) selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022.

4. Sekitar 6,74% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembentukan Training Center. Pembentukan training center
direncanakan pada tahun 2022 dengan melakukan proses perijinan terkait legalitas sebagai training center. Training
Center dengan Brand “MOTE” Maritime Offshore Technology & Enginering yang akan menghasilkan pelaut yang
mempunyai spesialisasi dalam bidang maritim mengikuti teknologi diantaranya Dynamic Positioning, Offshore Ship
Handling, Marlin Test dan lain sebagainya. Training center akan berada dibawah naungan PT Patriot Teknologi Maritim
yang merupakan pihak afiliasi dari Perseroan. Perseroan akan melakukan penyertaan modal ke dalam PT Patriot
Teknologi Maritim melalui penerbitan saham baru untuk merealisasikan pembentukan training center.

5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam
pelaksanaan tender.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab Il dari Prospektus ini.

Xi



............................

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi
Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal
lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam
laporan-laporan auditor independen terkait No. 00185/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VI11/2022 bertanggal 21 Juli 2022 yang juga
tercantum dalam Prospektus ini dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1192) untuk tanggal 31 Desember 2020
dan 2019 dengan menyatakan opini tanpa modifikasian.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disajikan sebagai angka koresponding
terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka
perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan
pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab
manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022*%) 2021 2020 2019
Aset Lancar 270.368 236.655 418.864 243.770
Aset Tidak Lancar 1.374.051 1.397.635 1.336.728 1.313.916
Jumlah Aset 1.644.418 1.634.290 1.755.592 1.557.686
Liabilitas Jangka Pendek 82.760 85.837 98.609 95.438
Liabilitas Jangka Panjang 196.654 212118 231.405 190.982
Jumlah Liabilitas 279.414 297.955 330.014 286.420
Jumlah Ekuitas 1.365.004 1.336.335 1.425.578 1.271.266

*) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)

Keteranaan 31 Maret 31 Desember
9 2022%) 2021%) 2021 2020 2019
Pendapatan 126.398 124.356 540.588 481.300 406.418
Beban pokok pendapatan (90.035) (86.526) (377.393) (317.681) (277.769)
Laba bruto 36.363 37.830 163.195 163.619 128.649
;:Jgisebelum taksiran penghasilan (beban) 26.130 27.663 105.737 121935 67,094
Laba tahun berjalan 26.130 27.654 105.199 119.680 65.617
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan 26.130 27.654 182.868 119.548 400.846
*) Tidak diaudit
Rasio Keuangan
Keteranaan 31 Maret 31 Desember
g 2022%) 2021%) 2021 2020 2019
Rasio Usaha (%)
Laba sebelum pajak/pendapatan 20,67% 22,24% 19,56% 25,19% 16,51%
Laba tahun berjalan/pendapatan 20,67% 22,24% 19,46% 24,87% 16,15%
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE) 1,91% 1,90% 787% 8,40% 5,16%
Laba tahun berjalan/jumlah aset (ROA) 1,59% 1,56% 6,44% 6,82% 4.21%

Rasio Keuangan (x)
Current Ratio 3,27 4,30 2,76 4,25 2,55
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Keteranaan 31 Maret 31 Desember
9 2022%) 2021%) 2021 2020 2019

Rasio liabilitas terhadap jumlah aset 0,17 0,18 0,18 0,19 0,18
Rasio liabilitas terhadap ekuitas 0,20 0,22 0,22 0,23 0,23
Interest Coverage Ratio (ICR) **) 3147 36,84 22,61 31,02 22,69
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) **) 0,46 0,36 1,31 1,06 1,21
Rasio Pertumbuhan (%)

Pendapatan 1,64% 16,39% 12,32% 18,42% 31,37%
Laba tahun berjalan -5,51% 10,29% -12,10% 82,39% -57,78%
Total aset 0,62% 0,99% -6,91% 12,711% 53,88%
Total liabilitas -6,22% -3,67% -9,71% 15,22% 98,70%
Total ekuitas 2,15% 2,07% -6,26% 12,14% 46,44%

*) Tidak diaudit
**) Rasio ICR dan DSCR dihitung berdasarkan perjanjian bank

Rincian mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dari Prospektus ini.
7. Keterangan Mengenai Entitas Anak Langsung

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak, sebagai berikut:

No. Nama Kegiatan Persentase Tahun Tahun Status Kontribusi
Perusahaan Usaha (%) Pendirian Penyertaan Pendapatan
(%)
1.  PTGEM Angkutan 95 2007 2015 Beroperasi 1,55
Perairan

8. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan
dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak
2. Risiko Kurs Dollar

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN

1. Risiko dalam Pelaksanaan Kontrak
2. Risiko potensi adanya pemutusan kontrak
3. Risiko Kapal Pengganti

C. RISIKO UMUM

Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

oo op

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM
a. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham
b. Risiko Fluktuasi Harga Saham
c. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.
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9. Kebijakan Dividen Perseroan

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang
ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas
pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan
kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan
memiliki laba bersih dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan
ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2)
Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham
Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setelah penyisihan untuk cadangan
wajib mulai tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen
oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis
Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.
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LAARAM HASKMAL KALS PURHAMALAR

|. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 15% (lima belas persen)
dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,-
(seratus Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan
kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham. Perseroan dapat
melakukan perubahan kisaran harga pada masa Penawaran Awal, dimana masa Penawaran Awal wajib memiliki sisa paling
sedikit 3 (tiga) hari kerja setelah perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan POJK No. 41 Tahun 2020.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada
RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.
Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar sebesar Rp222.400.000.000,- (dua ratus dua puluh dua miliar
empat ratus juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak
yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan
dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas
pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah
dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang
ditawarkan kepada pihak lain.

FELATARAN MASOBAL IALYR FIMERAS

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan

Kantor Pusat:
Graha KCT Lt. 3
JIl. W.R. Supratman No.23
Surabaya, Jawa Timur - Indonesia
Tel. (+62) 31 - 568 0121
Fax. (+62) 31 - 568 0122
E-mail: corsec@pnep.co.id

Website: www.pnep.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN
KURS DOLLAR. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI
PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INL.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK
SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN
PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.
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STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai
berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Pers(t:/;tase

Modal Dasar 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 96,90

Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 3,00

Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.300.000.000 630.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 18.900.000.000 1.890.000.000.000

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara
dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara
proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Keterangan o -
Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase
(Rp) (%) (Rp) (%)

Modal Dasar 25.200.000.000 | 2.520.000.000.000 25.200.000.000 | 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh:

PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 96,90 6.104.700.000 610.470.000.000 82,36

Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 3,00 189.000.000 18.900.000.000 2,55

Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,10 6.300.000 630.000.000 0,09

Masyarakat - - - 1.112.000.000 111.200.000.000 15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan 6.300.000.000 630.000.000.000 100,00 7.412.000.000 741.200.000.000 100,00

Disetor Penuh

Jumlah Saham dalam Portepel 18.900.000.000 | 1.890.000.000.000 17.788.000.000 | 1.778.800.000.000

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock
Allocation) atau Program ESA.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan
saham sebesar 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,84% (satu koma delapan
empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA ini telah
mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 5 April 2022 berdasarkan Akta No. 18/2022.

Tujuan utama dari Program ESA adalah memberikan penghargaan dan apresiasi atas pencapaian karyawan Perseroan,
sehingga Perseroan dapat memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Program ESA juga akan
menyediakan sarana/media yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan rasa memiliki (sense of
belonging) karyawan terhadap Perseroan, serta mendorong karyawan untuk mengoptimalkan standar-standar kinerja mereka.
Pelaksanaan Program ESA akan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan pasti yang terdapat dalam Peraturan No.
IX.A7.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah tim pengelola Program ESA yang terdiri dari
Sekretaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan, dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dan Perusahaan Anak. Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan Perseroan
yang berjumlah sebanyak-banyaknya 200 orang dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

() Karyawan tetap Perseroan sesuai dengan struktur jabatan dengan masa kerja minimum satu tahun sampai dengan 31
Desember 2021;
(i)  Karyawan kontrak minimal 2 (dua) tahun ke atas sampai dengan 31 Desember 2019;
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(i) Karyawan tersebut dalam status aktif bekerja sampai dengan sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum Perdana
Saham; dan
(iv) Karyawan tersebut tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

(selanjutnya disebut “Peserta Program ESA”).

Saham dalam Program ESA ini merupakan saham penghargaan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada
seluruh Peserta Program ESA. Setiap Peserta Program ESA berhak menerima alokasi besaran jatah saham sebanyak 100
(seratus) saham. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham penghargaan yang dialokasikan kepada Peserta Program ESA bersifat tidak wajib, dengan demikian apabila terdapat
sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta Program ESA, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada
Masyarakat.Saham penghargaan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan dalam periode enam bulan
terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek (‘Periode Lock-Up”). Dalam hal Peserta Program ESA
mengundurkan diri, Peserta Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dan dapat memperjualbelikan
dan/atau memindahtangankannya secara bebas setelah Periode Lock-Up berakhir. Selama Periode Lock-Up, dalam hal
Peserta Program ESA meninggal dunia, maka ahli waris Peserta Program ESA berhak menerima saham Program ESA
dengan memberikan dokumen yang dianggap cukup oleh tim pengelola Program ESA dalam jangka waktu 20 (dua puluh)
Hari Kerja setelah diketahui informasi bahwa Peserta Program ESA yang bersangkutan meninggal dunia. Ahli waris Peserta
Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dengan tunduk kepada ketentuan Pedoman Program ESA,
termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Periode Lock-Up. Penjualan saham penghargaan setelah Periode Lock-Up
dapat dilakukan oleh Peserta Program ESA melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

Seluruh saham penghargaan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan
yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen Dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk
menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu
sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Biaya sehubungan dengan Program ESA seluruhnya merupakan biaya Perseroan dengan memperhitungkan harga yang
sama dengan Harga Penawaran serta pajak yang timbul atas penerimaan saham penghargaan dari Program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul dari transaksi penjualan saham setelah Periode Lock-Up melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek akan
ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Peserta ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan
perpajakan sebagai berikut: (i) untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang
besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi; dan (i) untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek
akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari pajak penghasilan yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk
Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana Saham, termasuk Program ESA, secara proforma adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Keterangan : =
Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase
(Rp) (%) (Rp) (%)
Modal Dasar 25.200.000.000 2.520.000.000.000 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:

PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 96,90 6.104.700.000 610.470.000.000 82,36

Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 3,00 189.000.000 18.900.000.000 2,55

Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,10 6.300.000 630.000.000 0,08

Masyarakat - - - 1.091.500.000 109.150.000.000 14,73

Peserta Program ESA - - - 20.500.000 2.050.000.000 0,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan 6.300.000.000 630.000.000.000 100,00 7.412.000.000 741.200.000.000 100,00

Disetor Penuh

Jumlah Saham dalam Portepel 18.900.000.000 1.890.000.000.000 17.788.000.000 1.778.800.000.000




............................

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebesar 1.112.000.000 (satu miliar seratus dua belas juta) saham
biasa atas nama yang berasal dari atau mewakili 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah
Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebesar
7.412.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal
ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-04354/BEI.PP2/06-2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip
Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang
pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yaitu Eka Taniputra, Tan Christian Taniputra,
dan PT Kreasi Cipta Makmur yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga
pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK sebagai
hasil dari pemecahan nilai saham berdasarkan akta No.18/2022, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris
di Kabupaten Pasuruan ("Akta No. 24/2021"), dilarang untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam
Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN
SENDIRI (SAHAM TREASURY).




............................

Il. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN
UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya
digunakan untuk:

1. Sekitar 56,70% akan digunakan untuk belanja modal dalam Pengadaan kapal OSV (Offshore Support Vessel) dan
Reactive Kapal OSV (Offshore Support Vessel). Belanja modal ditujukan untuk pengembangan ekspansi armada dan
layanan untuk kontrak baru dengan periode pengadaan pada tahun 2022 — 2023 yang akan diikuti oleh Perseroan dan
diadakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S).

2. Sekitar 16,97% akan digunakan untuk belanja modal atas rencana ekspansi usaha beberapa diantaranya mengakuisisi
kepemilikan saham PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine (M) SDN BHD yang berdomisili di Malaysia. PT Multi Eximindo
merupakan pihak afiliasi Perseroan.

Kazo Marine (M) SDN BHD didirikan pada tahun 2020 yang bergerak dibidang usaha Offshore Supply Ship.
Pertimbangan Perseroan atas akuisisi tersebut dikarenakan adanya potensi dan pangsa pasar yang menjadi
ekstensifikasi usaha selain di Indonesia dengan sasaran pangsa pasar di Asia Tenggara. Saat ini Perseroan telah
melakukan penjajakan dengan PT Multi Eximindo atas akuisisi dengan nilai wajar transaksi yang akan direalisasikan
dalam tahun 2022.

3. Sekitar 17,99% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembangunan Kantor Pusat Perseroan.
Sejak pindah ke Surabaya Perseroan belum mempunyai kantor operasional dimana hingga saat ini masih menyewa
kepada Tan Christian Taniputra. Atas kondisi tersebut Perseroan memutuskan untuk melakukan pembangunan kantor
baru dengan sistem Built Operate & Transfer (‘BOT”) selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022.

4. Sekitar 6,74% akan digunakan untuk belanja modal dalam pembentukan Training Center. Pembentukan training center
direncanakan pada tahun 2022 dengan melakukan proses perijinan terkait legalitas sebagai training center. Training
Center dengan Brand “MOTE” Maritime Offshore Technology & Engineering yang akan menghasilkan pelaut yang
mempunyai spesialisasi dalam bidang maritim mengikuti teknologi diantaranya Dynamic Positioning, Offshore Ship
Handling, Marlin Test dan lain sebagainya. Training center akan berada dibawah naungan PT Patriot Teknologi Maritim
yang merupakan pihak afiliasi dari Perseroan. Perseroan akan melakukan penyertaan modal ke dalam PT Patriot
Teknologi Maritim melalui penerbitan saham baru untuk merealisasikan pembentukan training center.

5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, berupa biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV dalam
pelaksanaan tender.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan
akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga
perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2020,
Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17 Tahun 2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang
dilakukan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam hal Rencana Penggunaan Dana di atas termasuk ke dalam transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42
Tahun 2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42 Tahun 2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi
afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur
dalam POJK No. 42 Tahun 2020.

Penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum oleh Perseroan kepada PT GEM akan dilakukan dalam bentuk pinjaman
pemegang saham dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang umumnya berlaku di pasar. Adapun perjanjian
pemberian pinjaman antara Perseroan dan PT GEM akan dituangkan dalam perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran
umum diterima oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh PT GEM kepada Perseroan, maka dana tersebut akan
digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran utang
usaha, pembayaran utang lain-lain, pembelian persediaan, pembayaran uang muka dan deposit.



Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan POJK No. 17 Tahun 2020 dan POJK No. 42 Tahun
2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lain yang terkait dengan pemberian pinjaman kepada
maupun pelunasan pinjaman oleh PT GEM.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut
dalam
instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal
laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan
pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara
berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila dikemudian hari Perseroan
bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan
perubahaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS
kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah
sebesar 1,09% (satu koma nol delapan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini
yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 0,59% yang terdiri dari:
- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,35%;
- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,12%; dan
- Biayajasa penjualan (selling fee) sebesar 0,12%.

2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,32% yang terdiri dari

- Biayajasa Akuntan Publik sebesar 0,22%;

- Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,06%; dan

- Biayajasa Notaris sebesar 0,04%.
3. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,03% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
4. Biaya pendaftaran OJK sebesar 0,05%;

5. Biaya lain-lain sebesar 0,10% yang terdiri dari biaya pendaftaran BEI dan KSEI, penyelenggaraan Public Expose, biaya
percetakan Prospektus, biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



lll. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh
Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191), liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember

2021 seluruhnya berjumlah Rp297.955 juta dengan perincian sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Pihak berelasi 362
Pihak ketiga 12.722
Utang lain-lain
Pihak berelasi -
Pihak ketiga 1.647
Utang pajak 470
Beban yang masih harus dibayar 2.345
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Bank 67.098
Liabilitas sewa 1.193
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 85.837
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Bank 82.327
Liabilitas sewa 2.561
Liabilitas manfaat karyawan 1.099
Liabilitas pajak tangguhan 126.131
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 212.118
JUMLAH LIABILITAS 297.955

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik,
sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

LIABILITAS
Perincian mengenai kewajiban yang dimiliki perseroan adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp85.837 juta, dengan rincian sebagai
berikut:

Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp149.425 juta, dengan rincian dari utang
bank adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah
Entitas induk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 67.098
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 82.327
Jumlah pinjaman 149.425

PT Bank Mandiri (Persero) Thk

Berdasarkan Akta No. 11 pada tanggal 9 April 2019, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk
pembiayaan aset eksisting 7 unit kapal dengan limit pinjaman sebesar USD4.732.000 (dalam angka penuh) dengan masa
pengembalian pinjaman bank selama 42 bulan pada suku bunga 5,5% pada tahun 2020 dan 2019. Jangka waktu fasilitas
pinjaman tersebut dimulai sejak April 2019 sampai dengan Oktober 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan 7 unit kapal crew
boat KCT 1304 - 1308, KCT 1102, KCT 4001 yang diikat hipotik kapal peringkat pertama masing-masing kelompok kapal
sebesar Rp6.736, Rp4.500, Rp45.000 dan personal guarantee dari Eka Taniputra. Saldo atas fasilitas pinjaman jangka
pendek sebesar USD1.095.400 (dalam angka penuh) atau setara dengan Rp15.630 pada tanggal 31 Desember 2021.



Berdasarkan Akta No. 5 pada tanggal 6 September 2019, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk
pembiayaan aset eksisting 7 unit kapal dengan limit pinjaman sebesar Rp28.000 dengan masa pengembalian pinjaman bank
selama 53 bulan pada suku bunga 10 % masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut
dimulai sejak September 2019 sampai dengan Desember 2023. Saldo atas pinjaman tersebut sebesar Rp13.085 pada
31 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Notaris No. 33, 34 dan 35, pada tanggal 30 September 2020, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi
dari PT Bank Mandiri (Persero) Thk untuk pembiayaan eksisting 25 unit kapal, dengan detail sebagai berikut KCT 1901-1907,
KCT 1702-1704, Seabus 02, Ruhen 14, Ruhen 19-28, KCT 1302, LIO dan Mentari Express milik Entitas senilai total
Rp143.450 dengan masa pengembalian pinjaman bank selama 36 - 60 bulan pada suku bunga 9,5% pada tahun 2020.
Pinjaman tersebut dijamin dengan aset 25 unit kapal. Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp94.750 pada 31
Desember 2021.

Berdasarkan Akta No. 112 pada tanggal 29 November 2021, Entitas memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri untuk
pembiayaan aset kapal offshore supply Arkarega dengan limit pinjaman sebesar Rp 26.400 dengan masa pengembalian
pinjaman bank selama 60 bulan pada suku bunga 9,25%. Jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan 28
November 2026. Saldo atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.960.

Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas diperkenankan: (i) menjaga rasio Debt to Equity (DER) kurang dari 230%;
(ii). menjaga rasio keuangan Current Ratio (CR) lebih dari 100%; (iii). menjaga rasio keuangan Debt Service Coverage (DSC)
lebih dari 100%.

Selama perjanjian fasilitas kredit berlaku, Entitas tidak diperkenankan:

- Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit.

- Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran

- Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris,
permodalan dan nilai saham.

- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.

- Memindah-tangankan barang jaminan.

- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.

- Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.

- Mengubah bentuk dan tata susunan objek agunan.

- Mengalihkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas
kredit.

- Menyewakan objek agunan. kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.

- Melunasi utang pemegang saham.

Utang Usaha
Saldo utang usaha pihak berelasi Perseroan adalah sebesar Rp362 juta pada PT Eka Multi Bahari, sedangkan untuk saldo

utang usaha pihak ketiga Rp12.722 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Rincian dari utang usaha pihak ketiga adalah
sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah
PT Prima Buana Gema Bahari 2.216
PT Wasesa Line 1.334
PT Sowohi Kentiti Jaya 1477
PT Wintermar 975
Apollo Marine Pte Ltd 851
PT Trakindo Utama 28
Lain-lain 6.141
Jumlah utang usaha-pihak ketiga 12.722

Utang Pajak
Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp470 juta. Rincian dari utang pajak adalah
sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah
Pajak Penghasilan
Pasal 4 (2) 10
Pasal 15 227



Keterangan Jumlah
Pasal 23 154
Pasal 21 55
Pasal 29 24

Jumlah 470

Liabilitas Sewa

Jumlah liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.193 juta.
Sedangkan liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp3.754 juta. Rincian
dari liabilitas sewa tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan Jumlah
Saldo awal 6.221
Penambahan -
Pembayaran (1.101)
Penyesuaian (1.366)
Saldo akhir 3.754
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (1.193)
Bagian jangka Panjang 2.561

Liabilitas manfaat karyawan

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit, dengan asumsi-asumsi
sebagai berikut:

Asumsi 31 Desember 2021
Usia pensiun 55 tahun
Tingkat kenaikan gaji pertahun 8%
Tingkat bunga diskonto 6,9%
Tingkat kematian Tabel Mortalita Indonesia IV — 2019

Jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp1.099 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Rincian dari
liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Desember 2021
Saldo awal tahun 1.255
Penambahan tahun berjalan (185)
Imbalan yang dibayarkan (33)
Penghasilan komprehensif lain 62
Saldo akhir tahun 1.099

Kontinjensi

Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial Perkara Nomor 58/Pdt-Sus-PHI/PN.Smr

Atas adanya putusan Perkara nomor Perkara Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/PN.Smr yang dilakukan oleh Penggugat Jainudin
dkk. Perseroan per tanggal 14 September 2020 melalui kuasa hukum Agus Talis Joni, SH, MH melakukan gugatan
kembali kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda. Namun penggugat atas nama Habibi,
Zainudin dan Syamsuddin tidak turut serta sebagai Penggugat, sehingga jumlah penggugat sebanyak 8 (delapan) orang.

Adapun pokok gugatan adalah pemenuhan anjuran Disnaker Provinsi pada perkara nomor 99/Pdt.Sus-PHI/PN.Smr
dengan nilai sebesar Rp1.191.809.173,- (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu
Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Setelah melalui persidangan dari bulan Oktober 2020, pada tanggal 02 Februari 2021 Majelis Hakim Pengadilan
Hubungan Industrial memutuskan:
1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Para
Penggugat.

Atas Putusan ini Para Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi sehingga putusan ini belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.



............................

Berdasarkan informasi dari Kuasa Hukum Perseroan Budiyana, SH pada tanggal 17 Nopember 2021, Relaas
Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Putus sejak tanggal 31 Januari 2019.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang Penggantian Hak dan Kekurangan
Upah Lembur Overtime dengan nominal total Rp908.161.384,- (Sembilan Ratus Delapan Juta Seratus Enam
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
4, Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang
dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 9 Maret 2022, Perseroan melalui Fifi, Lety Indra & Partners telah menerima salinan Putusan Kasasi
tersebut nomor 812 K/Pdt Sus-PHI/2021 dengan total yang harus dibayar Tergugat kepada Para Pengugat sebesar
Rp1.191.809.384 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan empat
rupiah). Pada tanggal 22 Maret 2022, Perseroan melalui Fifi, Lety Indra & Partners telah menerima Surat Nomor Q-
08/KA-ATJ/Tgr/lll/2022 dari rekan advokat Agus Talis Joni, S.H., M.H., dan rekan advokat Acing, S.H., berisi bahwa
pihak Pemohon Eksekusi (Jainudin dkk) serta kuasa hukumnya menerima permintaan waktu serta alasan-alasan yang
diajukan terkait penyelesaian kewajiban tersebut. Sampai dengan prospektus diterbitkan, masih terjadi proses negoisasi
dengan pihak pemohon ekekusi (Jainudin dkk) mengenai mekanisme pemenuhan kewajiban tersebut.

Perusahaan tidak melakukan pembentukan cadangan dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 atas
kemungkinan kerugian di masa depan

Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial Perkara 07/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Smr

Perseroan mendapatkan Gugatan dari 47 (empat puluh tujuh) orang ex karyawan yaitu Muhammad Dana dkk Gugatan
47 melalui kuasa hukum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia sebagaimana dalam surat Gugatan Perselisihan Hak
tertanggal 15 Januari 2021.

Muhammad Dana dkk merupakan bagian dari 76 (tujuh puluh enam) karyawan yang telah menandatangani Pernyataan
Bersama atas sengketa Perselisihan Hak. Adapun dasar gugatan mereka adalah pemenuhan anjuran dari Disnaker
Provinsi dengan nilai sebesar Rp4.933.943.082,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus
Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah).

Perseroan menunjuk Sujiono, SH & Associates untuk menangani gugatan tersebut dan pada tanggal 19 Juli 2021,
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Upah Kerja Lembur kepada Para Tergugat secara tunai dan
sekaligus sesuai Penetapan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 2/381/AS.00.01/VI1/2020 Junto
Penetapan Pegawai Pengawas Propinsi Kalimantan Timur nomor 556/3964/PPK/DTKT/2018 dengan perincian
sebagaimana dalam gugatan dengan nilai total sebesar Rp4.857.310.856,- (Empat Miliar Delapan Ratus Lima
Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp1.098.000,- (Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada
Tergugat.

Atas putusan tersebut Perseroan mengajukan Kasasi melalui Fifi, Lety Indra & Partners dan pada tanggal 10 Februari
2022, Mahkamah Agung telah memutuskan mengabulkan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan
Industrial tersebut dengan nomor putusan perkara No. 56 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Pada tanggal 11 April 2022, Perseroan
melalui Fifi, Lety Indra & Partners telah menerima Surat Pemberitahuan Pengiriman Salinan Putusan Kasasi dari
Mahkamah Agung No. 312/Pts.PHI/IV/56 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 4 April 2022 terkait putusan perkara tersebut.
Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima salinan putusan kasasi tersebut.

Perusahaan tidak melakukan pembentukan cadangan dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 atas
kemungkinan kerugian di masa depan.
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lll. Sengketa Peradilan Sengketa Tata Usaha Negara

Atas adanya gugatan dengan Para Penggugat yang sama baik dalam jumlah dan personal Penggugat dengan dasar
gugatan Anjuran Disnaker Provinsi, perseroan melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan
Tata Usaha Negara dengan nomor Register Perkara nomor : 234/G/2020/PTUN-JKT perihal Gugatan Pembatalan Surat
Keputusan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor
556/3964/PPK/DTKT/2018 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad
Dana dkk (74 Orang) eks Pekerja/Buruh atau Pekerja/Buruh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari dan Penetapan
Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor : 5/381/AS.00.01/VI11/2020
tentang Perhitungan dan Penetapan ulang Hak Hak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad
Dana, dkk (74 orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode 2013-2018.

Perseroan menunjuk Budiyana, SH pada kantor Advokat Budiyana & Co. sebagai kuasa hukum Perseroan dan pada
tanggal 11 Mei 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Menyatakan Batal Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor
5/381/AS.00.01/VI1/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan & Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh
Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang) Pekerja PT Pelayaran Nasional
Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013-2018.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian
Ketenagakerjaan Nomor 5/381/AS.00.01/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan & Penetapan
Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur atas nama Muhammad Dana, dkk (74 Orang)
Pekerja PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Periode Tahun 2013-2018.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp498.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh
Delapan Ribu Rupiah).

Atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, Perseroan melalui Kantor Advokat Fifi, Lety & Indra
melakukan upaya Kasasi sebagaimana dalam bukti penerimaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tertanggal
15 Nopember 2021. Berdasarkan Putusan Kasasi Perkara No. 229 K/TUN/2022 tanggal 7 April 2022 yang di
informasikan melalui halaman sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung putusannya adalah kabul kasasi, batal judex
facti pengadilan tinggi, mengadili sendiri, CF judex facti 1.

Perusahaan tidak melakukan pembentukan cadangan dalam laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 atas
kemungkinan kerugian di masa depan.

PERJANJIAN PENTING

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting, antara lain
berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan PT Pertamina Hulu Mahakam

Periode Sewa

No. Perjanjian Awal Akhir Nilai Sewa (Rp)
4500010564 1 Januari 2019 31 Desember 2023 68.917.000.000
4500010768 21 September 2020 20 Oktober 2023 174.926.400.000
4500010772 31 Agustus 2020 30 Agustus 2024 54.130.050.000
4500010788 31 Desember 2020 31 Desember 2025 88.882.465.000
4500010789 31 Desember 2020 31 Desember 2025 79.176.059.000
4500010829 1 Juli 2021 30 Juni 2026 143.472.400.000
3900004133 1 Maret 2022 28 Februari 2025 36.387.200.000

b. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan Chiyoda Saipem Tripatra SAE Joint Operation

Periode Sewa

No. Perjanjian Awal Akhir Nilai Sewa (Rp)
1177311 28 Juli 2017 31 Juli 2022 8.820.000.000
1177319 28 Juli 2017 31 Juli 2022 3.240.000.000
1208303 16 Februari 2018 31 Juli 2022 5.760.000.000
1208305 16 Februari 2018 31 Juli 2022 7.486.353.452
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Periode Sewa

No. Perjanjian Awal Akhir Nilai Sewa (Rp)
1244777 07 November 2018 31 Maret 2022 24.840.000.000
1245977 07 November 2018 31 Maret 2022 7.081.324.080
1261562 13 Desember 2018 30 November 2022 2.300.000.000
1261583 13 Desember 2018 30 November 2022 2.746.000.000
1292649 06 Mei 2019 30 April 2022 14.328.000.000
1292670 06 Mei 2019 30 April 2022 6.763.990.000
1305412 08 November 2019 31 Juli 2022 3.528.000.000
1307082 08 November 2019 31 Juli 2022 2.041.500.000
1305389 20 Januari 2020 07 Juli 2022 12.420.000.000
1305398 20 Januari 2020 07 Juli 2022 9.621.780.000
1308788 27 Januari 2020 26 Juli 2022 4.605.600.000
1308790 27 Januari 2020 26 Juli 2022 8.655.000.000
1293127 18 September 2019 28 Februari 2022 2.208.000.000
1293138 18 September 2019 28 Februari 2022 1.473.350.000

c. Perjanjian sewa menyewa kapal dengan Kangean Energy Indonesia Ltd

Berdasarkan perjanjian No 20180180/3274/CON/OPS/I/CIVD, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa kapal
dengan Kangean Energy Indonesia Ltd dengan jangka waktu 7 tahun yang berlaku sejak 14 Mei 2020 sampai dengan
4 Mei 2027, dengan nilai sewa sebesar Rp 110.889.800.000.

Atas perjanjian yang jatuh tempo pada bulan dan maret 2022, sampai dengan prospektus ini diterbitkan masih dalam proses
perpanjangan.

PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM
PROSPEKTUS INl. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH
MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO YANG TIDAK DIPERPANJANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 PERSEROAN TIDAK
MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INL.
SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN
SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN
LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-
LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS DAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA
UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA
DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH
TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN
MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG
SAHAM PUBLIK.
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IV.  IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang disusun
oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah,
yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA
(Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi
paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum
dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 00185/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/V11/2022 bertanggal 21 Juli 2022 yang
juga tercantum dalam Prospektus ini dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1192) untuk tanggal 31 Desember
2020 dan 2019 menyatakan opini tanpa modifikasian.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disajikan sebagai angka koresponding
terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEQJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka
perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan
pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab
manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
Keteranaan 31 Maret 31 Desember
g 2022°) 2021 2020 2019

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 36.958 51.738 100.082 100.765
Investast jangka pendek 38.155 7.006 146.873 10.053
Piutang usaha

Pihak berelasi - 125 41 6

Pihak ketiga 64.504 58.832 30.072 53.742
Piutang lain-lain 1463 668 873 1.758
Persediaan 59.976 52.136 60.644 44.686
Uang muka pembelian 9.363 7.326 4513 4135
Beban dibayar di muka 3.376 2.343 2,628 2.928
Pajak dibayar di muka 3.031 2.903 2.378 2.458
Aset Lancar lainnya 53.542 53.578 70.760 23.239
JUMLAH ASET LANCAR 270.368 236.655 418.864 243.770
ASET TIDAK LANCAR
Uang muka pembelian

Pihak berelasi 7.400 - - 233

Pihak ketiga 1.287 1287 1392 352

Aset tetap — neto setelah dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar Rp 71.211 pada 31 Maret
2022, Rp43.164 pada 31 Desember 2021,

13



............................

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022%) 2021 2020 2019

Rp115.835 pada 31 Desember 2020 dan

Rp23.656 pada 31 Desember 2019 1.360.802 1.392.231 1.327.918 1.311.946
Aset tak berwujud-setelah dikurangi akumulasi

penyusutan sebesar Rp 58 pada 31 Maret 2022,

Rp15 pada 31 Desember 2021 dan

Rp4 pada 31 Desember 2020 631 674 4
Aset hak guna- neto setelah dikurangi akumulasi

penyusutan sebesar Rp 3.089 pada 31 Maret
2022, Rp2.708 pada 31 Desember 2021,

Rp1.524 pada 31 Desember 2020 3.062 3.443 5.992 -
Aset lain-lain 868 - 1.385 1.385
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 1.374.051 1.397.635 1.336.728 1.313.916
JUMLAH ASET 1.644.418 1.634.290 1.755.592 1.557.686
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha

Pihak berelasi 2.277 362 2.335 15.750

Pihak ketiga 11.029 12.722 11.443 16.957
Utang Lain-lain

Pihak berelasi - - 91

Pihak ketiga 2.838 1.647 17.824 19.912
Utang pajak 621

470 608 423
Beban yang masih harus dibayar 2348
2.345 103 139
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun:
Bank 62.454 67.098 64.758 41.936
Lembaga keuangan - 135 230
Liabilitas sewa 1.193 1.193 1.403 -
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 82.760 85.837 98.609 95.438
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Bagian jangka panjang setelah dikurangi

Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Bank 69.404 82.327 123.278 53.143
Lembaga keuangan - - 135
Liabilitas sewa 2.561 2.561 4.818 -

. 1.099
Liabilitas manfaat karyawan 1099 1955 847
Liabilitas pajak tangguhan 123.590 126.131 102.054 136.857
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 196.654 212118 231.405 190.982

279.414

TOTAL LIABILITAS 297.955 330.014 286.420
EKUITAS
Modal saham-nilai nominal Rp1.000.000 per saham
Modal dasar — 2.520.000 saham pada tahun 2021,

298.000 saham pada tahun 2020 dan 2019.
Modal ditempatkan dan disetor penuh — 630.000

pada tahun 2021 dan 136.500 saham pada tahun

2020 dan 2019. 630.000 630.000 136.500 136.500
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(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022%) 2021 2020 2019
Tambahan modal disetor 107.794 107.794 107.794 107.794
Perubahan proporsi ekuitas dari pihak
non-pengendali 57.977 57.977 -
Saldo laba
Telah ditentukan - - -
Belum ditentukan 161.388 123.541 747.420 595.675
Penghasiilan komprehensif lain 389.639 398.399 359.918 361.504
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada
pemilik entitas induk 1.346.798 1.317.7111 1.351.632 1.201.473
Kepentingan non-pengendali 18.206 18.624 73.946 69.793
JUMLAH EKUITAS 1.365.004 1.336.335 1.425.578 1.271.266
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.644.418 1.634.290 1.755.592 1.557.686
*) Tidak diaudit
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022%) 2021%) 2021 2020 2019
PENDAPATAN 126.398 124.356 540.588 481.300 406.418
BEBAN POKOK PENDAPATAN (90.035) (86.526)  (377.393)  (317.681)  (277.769)
LABA KOTOR 36.363 37.830 163.195 163.619 128.649
Pendapatan lain-lain 3.580 4.545 9.812 6.710 7.772
Beban umum dan administrasi (9.126) (10.069) (33.645) (30.868) (27.735)
Beban keuangan (1.952) (2.874) (9.216) (6.702) (5.356)
Beban lain-lain (1.198) (287) (17.803) (5.847) (31.689)
Beban pajak final (1.537) (1.482) (6.606) (5.677) (4.547)
LABA SEBELUM TAKSIRAN
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK 26.130 27.663 105.737 121.235 67.094
TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN)
PAJAK
Kini - (8) (490) (1.563) (1.524)
Tangguhan - - (48) 8 47
Jumlah Taksiran Beban Pajak - - (538) (1.555) (1.477)
LABA TAHUN BERJALAN 26.130 27.655 105.199 119.680 65.617
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
POS YANG TIDAK AKAN
DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA
RUGI:
Surplus revaluasi aset tetap - - 99.648 - 446.970
Keuntungan (kerugian) aktuaria - - (62) (163) 2
Pajak penghasilan terkait - - (21.916) 31 (111.743)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain
Tahun Berjalan - - 77.670 (132) 335.229
JUMLAH PENGHASILAN
KOMPREHENSIF TAHUN  BERJALAN 26.130 27.655 182.869 119.548 400.846
Laba tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas induk 26.617 30.639 107.650 119.774 64.037
Kepentingan non-pengendali (487) (2.984) (2.451) (94) 1.580
LABA TAHUN BERJALAN 26.130 27.655 105.199 119.680 65.617

Jumlah penghasilan komprehensif tahun
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(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022%) 2021%) 2021 2020 2019

berjalan yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik Entitas induk 26.617 30.639 180.038 119.662 353.008
Kepentingan non pengendali (487) (2.984) 2.831 (114) 47.838
JUMLAH PENGHASILAN

KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 26.130 27.655 182.869 119.548 400.846
LABA PER SAHAM DASAR

(Rupiah penuh) 41.476 202.597 788.643 877.460 469.132

*) Tidak diaudit
Rasio-Rasio Keuangan Penting
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022%) 2021*) 2021 2020 2019

Rasio Usaha (%)
Laba sebelum pajak/pendapatan 20,67% 22,24% 19,56% 25,19% 16,51%
Laba tahun berjalan/pendapatan 20,67% 22,24% 19,46% 24.87% 16,15%
Laba tahun berjalan/jumlah ekuitas (ROE) 1,91% 1,90% 7,87% 8,40% 5,16%
Laba tahun berjalan/jumlah aset (ROA) 1,59% 1,56% 6,44% 6,82% 4.21%
Rasio Keuangan (x)
Current Ratio 3,27 4,30 2,76 4,25 2,55
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset 0,17 0,18 0,18 0,19 0,18
Rasio liabilitas terhadap ekuitas 0,20 0,22 0,22 0,23 0,23
Interest Coverage Ratio (ICR) **) 31,47 36,84 22,61 31,02 22,69
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) **) 0,46 0,36 1,31 1,06 1,21
Rasio Pertumbuhan (%)
Pendapatan 1,64% 16,39% 12,32% 18,42% 31,37%
Laba tahun berjalan -5,51% 10,29% -12,10% 82,39% -57,78%
Total asset 0,62% 0,99% -6,91% 12,71% 53,88%
Total liabilitas -6,22% -3,67% -9,71% 15,22% 98,70%
Total ekuitas 2,15% 2,07% -6,26% 12,14% 46,44%

*) Tidak diaudit

**) Rasio ICR dan DSCR dihitung berdasarkan perjanjian bank
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama
dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dinyatakan dalam mata uang Rupiah yang terlampir dalam prospektus ini.

Pembahasan dan analisa keuangan diambil berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020,
dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi,
CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 dengan opini tanpa modifikasian dan berisi
paragraf “hal lain”, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen 00185/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VI1/2022
bertanggal 21 Juli 2022 dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1192) untuk tanggal 31 Desember 2020 dan
2019 dengan opini tanpa modifikasian.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOQJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka
perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan
pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab
manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

1. Umum

Perseroan adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1992 yang bidang usaha utamanya bergerak di bidang pelayaran
dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi. Perseroan
menyediakan armada penunjang kegiatan angkutan bagi perusahaan-perusahaan minyak dan gas lepas pantai (offshore
marine support services) untuk menunjang kegiatan logistic operasional perusahaan tersebut. Mayoritas armada Perseroan
disewakan berdasarkan time charter dalam industri minyak dan gas. Pelanggan utama Perseroan adalah perusahaan-
perusahaan minyak terkemuka yang beroperasi di Indonesia seperti Pertamina, PetroChina, ExxonMobil, Shell, Petronas dan
Kangean Energy. Hingga saat ini perseroan memiliki kurang lebih 100 Armada yang mampu menjawab kebutuhan klien di
bidang offshore dengan berbagai jenis fleet diantaranya adalah:
e  Crewboat merupakan kapal fast crew boat / fast utility boat dengan kapasitas penumpang sampai dengan 150 pax
e Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) adalah kapal multi fungsi untuk melakukan pekerjaan anchor handling,
towing dan supply cargo untuk aktifitas pengoboran lepas pantai
e Platform Support Vessel (PSV) adalah kapal yang dirancang khusus untuk memasok platform minyak & gas lepas
pantai
o Kapal Utility dan kapal Anchor Handling Tug (AHT) adalah kapal khusus yang dirancang untuk memasok kebutuhan
rig dan platform lepas pantai
e  Specialised Vessel dengan fungsi khusus yang di gunakan untuk mendukung aktifitas pengoboran lepas pantai.

Lingkup Servis dan Operasional Perseroan saat ini mampu untuk melayani kebutuhan klien di seluruh wilayah Indonesia,
yang saat ini tersebar pada area area Jawa, Papua, Kalimantan dan Maluku.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kegiatan Operasi Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang
utama antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah

Kegiatan Perseroan yang bergerak di bidang usaha offshore sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah setempat
maupun Pemerintah Pusat. Pemerintah dapat menerbitkan, mengubah, mencabut dan menerapkan kebijakan baru yang
kesemua itu diluar kendali Perseroan. Atas perubahan dan/atau pembaharuan kebijakan Pemerintah tersebut yang
seringkali terjadi begitu cepat, Perseroan harus mampu menyesuaikan dan menerapkannya dengan segera agar
keberlangsungan kegiatan operasional Perseroan tetap berjalan. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi kebijakan
Pemerintah dengan sesuai dan tepat waktu, akan ada potensi dikenakan peningkatan biaya, denda, penalty, sanksi
berupa administrasi maupun pemberhentian kegiatan operasional Perseroan.
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Keamanan dan Stabilitas Daerah

Bidang usaha offshore lebih banyak terletak di daerah yang jauh dengan ibukota negara dan/ atau ibukota propinsi
dimana masing-masing daerah mempunyai karakteristik dan budaya yang berbeda. Dalam pelaksanaan operasional
sehari-harinya kadang menimbulkan kendala sebagai akibat perbedaan budaya kerja, karakter, perilaku, termasuk
norma yang berlaku di daerah setempat. Akibatnya keamanan dan ketentraman stabilitas di beberapa daerah yang terdiri
dari berbagai macam suku kadang timbul konflik yang menyebabkan operasional terganggu.

Harga Minyak

Kenaikan harga minyak berdampak positif untuk Perseroan sebagai penyedia jasa transportasi pendukung lepas pantai.
Dengan adanya kenaikan harga minyak maka ada penambahan permintaan dan suplai minyak sehingga mendorong
peningkatan kegiatan pengeboran lepas pantai. Dengan hal ini maka permintaan jasa offshore service vessel akan
semakin meningkat sehingga berpengaruh pada pendapatan bagi Perseroan.

Tender Kontraktor Kontrak Kerja Sama (*K3S”)

Sebagai marine contractor atau biasa disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“K3S”) sangat tergantung atas

tender yang dilaksanakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas)

oleh K3S. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan

Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas

bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal
penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;

b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

¢.  mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu
Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;

e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;

f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai
pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan

g. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-
besarnya bagi negara.

Tingkat Utilisasi

Utilisasi kapal-kapal Perseroan dilihat dari penggunaan kapal dalam jumlah hari dalam setahun yang tersedia untuk
operasi dibandingkan dengan jumlah kapal yang sedang tidak disewa karena sedang berada di galangan untuk
pemeliharaan dan perbaikan. Pendapatan Perseroan bergantung pada tingkat utilisasi kapal-kapal Perseroan tersebut.
Utilisasi kapal dimaksudkan untuk melihat sampai di mana batas ketersediaan armada Perseroan. Untuk
mengoptimalkan penggunaan armada yang mempengaruhi pendapatan Perseroan. Semakin tinggi tingkat utilisasi kapal,
semakin tinggi pula pendapatan Perseroan.

Terlampir persentase utilisasi 3 (tiga) tahun terakhir

No Tahun & Kapal Utilisasi (%)
1. 2021-94 90
2. 2020-90 85
3. 2019-86 80

Selain itu Key Performance Indicator kapal

. Tahun
No Performance Indikator 2021 2020 2019
1 Keamanan & | Prosedurkejadian, 95 dari 100 90 dari 100 80 dari 100
Keselamatan kecelakaan

2 Ketangguhan Perawatan ketersediaan & 90 dari 100 80 dari 100
ketangguhan 95 dari 100

3 Efisien Pemakaian bahan bakar, 80 dari 100 80 dari 100 80 dari 100
operasi ekonomis & praktis

18



............................

Dampak COVID-19 pada kinerja operasional Perseroan

COVID-19 sejak tahun 2020 telah mempunyai dampak negatif hampir pada seluruh besar bidang usaha collapse, namun
untuk bidang usaha penunjang offshore yang menjadi core bussines Perseroan tidak memberi dampak negative yang
signifikan terhadap kinerja operasional. Hanya terdapat adjustment pada biaya operasional untuk penerapan protokol
kesehatan COVID-19 meliputi tes antigen dan PCR setiap minggu, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), Hand Sanitizer,
Baju Hazmat, Hand Gloves, hingga pemberian vitamin kepada seluruh karyawan.

Faktor-faktor diatas berdampak pada pendapatan dan keuntungan perseroan.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi mewajibkan Perseroan dan Entitas Anak untuk menerapkan estimasi dan asumsi
serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan dan
Perusahaan Anak gunakan dan penilaian yang Perseroan dan Entitas Anak buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi
Perseroan dan Entitas Anak dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi
Perseroan dan Entitas Anak. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan
penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan dan Entitas Anak yakini melibatkan perkiraan, asumsi,
dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak.
Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan dan Entitas Anak, yang penting untuk memahami
kondisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas
laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, namun tidak menyebabkan
perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak yang material
terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan”;

- Amendemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran,

Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi; Amendemen
PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2”.
Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021, dan relevan bagi Entitas
namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang
material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan: Amendemen PSAK 73 "Sewa”.
Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, namun tidak
menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak
yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan”;

- Amendemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran,

Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi; Amendemen
PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2”.
Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021, dan relevan bagi Entitas
namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang
material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan: Amendemen PSAK 73 "Sewa”.
Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, namun tidak
menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak
yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019, namun tidak
menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak
yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

PSAK 22 (Penyesuaian 2018), mengenai “Kombinasi Bisnis”;

PSAK 24 (Amandemen 2018), mengenai “Imbalan Kerja” tentang Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”;
PSAK 26 (Penyesuaian 2018), mengenai “Biaya Pinjaman”;

PSAK 46 (Penyesuaian 2018), mengenai “Pajak Penghasilan”;

PSAK 66 (Penyesuaian 2018), mengenai “Pengaturan Bersama”;

ISAK 33, mengenai “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”;

ISAK 34, mengenai “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”.
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4. Analisis Keuangan
4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022%) 2021%) 2021 2020 2019

Pendapatan 126.398 124.356 540.588 481.300 406.418
Beban pokok pendapatan (90.035) (86.526) (377.393) (317.681) (277.769)
Laba bruto 36.363 37.830 163.195 163.619 128.649
Laba sebelum taksiran penghasilan
(beban) pajak 26.130 27.663 105.737 121.235 67.094
Laba tahun berjalan 26.130 27.654 105.199 119.680 65.617
Jumlah penghasilan komprehensif
tahun berjalan 26.130 27.654 182.869 119.548 400.846

*) Tidak diaudit
Pendapatan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2021

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.042 juta atau 1,64% yaitu dari Rp 124.356 juta untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp126.398 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan kontrak sewa kapal baru pada tahun 2022 antara lain kontrak
Provision of 5 (five) Units Utility Boat Services dengan PT Pertamina Hulu Mahakam, kontrak Penyediaan Jasa Kapal AHTS
dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, kontrak Provision of One (1) Unit Crew Boat dengan PT Pertamina Hulu Energi
West Madura Offshore.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp59.288 juta atau 12,32% yaitu dari Rp481.300 juta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp540.588 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan kontrak sewa kapal baru pada tahun 2021 antara lain kontrak
2 unit crew boat 40 pack dan 1 unit patrol di PHM, kontrak offshore supply vessel dengan PT Meindo Elang Indah, kontrak 1
unit Anchor Handling Tug Supply Vessel dengan PT Pertamina Trans Kontinental (“PTK”), kontrak offshore supply vessel
dengan PT Pertamina Hulu Mahakam (“PHM”), kontrak Anchor Handling Tug Supply Vessel dengan PT Pertamina Hulu
Energi West Madura Offshore (‘PHE WMO”).

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp74.882 juta atau 18,42% yaitu dari Rp406.418 juta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp481.300 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan kontrak sewa kapal baru pada tahun 2020 antara lain kontrak
1 unit Platform Supply Vessel dan Crew Boat dengan BP, kontrak 1 Unit Anchor Handling Tug Supply Vessel Services dengan
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, kontrak 1 Unit Anchor Handling Tug Supply Vessel Services dengan PTK, kontrak 1
unit Anchor Handling Tug Supply Vessel Services dengan PT Aqua Marine Divindo Inspection, dan kontrak 1 Unit Anchor
Handling Tug Supply Vessel Services dengan PT Warma Trierindo.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.509 juta atau 4,06% yaitu dari Rp86.526 juta untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp90.035 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
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31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya penyusutan kapal terutama pasca revaluasi per 31 Desember
2021 yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.152 juta atau 15,39%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp59.712 juta atau 18,80% yaitu dari Rp317.681 juta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp377.393 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya operasional kapal dan mess yang mengalami
peningkatan sebesar Rp55.227 juta atau 58%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp39.912 juta atau 14,37% yaitu dari Rp277.769 juta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp317.681 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya penyusutan kapal terutama pasca revaluasi per
31 Desember 2019 yang mengalami peningkatan sebesar Rp33.176 juta atau 66%.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2021

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.524 juta atau turun 5,51% yaitu dari Rp 27.664 juta untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp 26.130 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya komponen penyusutan dalam beban pokok pendapatan
sebesar 7.275 juta atau naik 34,82%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp14.481 juta atau 12,10% yaitu dari Rp119.680 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp105.199 juta juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi Entitas anak tahun 2021 karena meningkatnya komponen
beban perbaikan kapal dan gaji kru dalam beban pokok pendapatan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp54.063 juta atau 82,39% yaitu dari Rp65.617 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp119.680 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan berhasil melakukan efisiensi biaya operasional
pada tahun 2020.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2021

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.525 juta atau turun 5,51% yaitu dari
Rp27.654 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp26.130 juta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya komponen penyusutan dalam beban
pokok pendapatan sebesar 7.275 juta atau 34,82%.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp63.321 juta atau 52,97 % yaitu dari
Rp119.548 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp182.869 juta untuk tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi setelah pajak aset tetap kapal
Perseroan yang dilakukan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp75.260 juta.
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Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp281.298 juta atau turun 70,18% yaitu
dari Rp400.846 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp119.548 juta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi aset tetap kapal
Perseroan yang dilakukan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp335.360 juta sedangkan pada tahun 2020 Perseroan tidak
merevaluasi kembali aset tetap kapal.

4.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022%) 2021 2020 2019

Aset Lancar 270.368 236.655 418.864 243.770
Aset Tidak Lancar 1.374.051 1.397.635 1.336.728 1.313.916
Jumlah Aset 1.644.418 1.634.290 1.755.592 1.557.686
Liabilitas Jangka Pendek 82.760 85.837 98.609 95.438
Liabilitas Jangka Panjang 196.654 212.118 231.405 190.982
Jumlah Liabilitas 279.414 297.955 330.014 286.420
Jumlah Ekuitas 1.365.004 1.336.335 1.425.578 1.271.266

*) Tidak diaudit
Aset Lancar

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp33.713 juta atau 14,25% yaitu dari Rp236.655 juta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp270.368 juta dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh investasi jangka pendek yang mengalami peningkatan
sebesar Rp31.149 juta atau 444,59% dan persediaan sebesar Rp7.839 atau 15,04%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp182.209 juta atau turun 43,50% yaitu dari Rp418.864 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp236.655 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh investasi jangka pendek yang mengalami penurunan sebesar
Rp139.867 juta atau 95,23%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp175.094 juta atau 71,83% yaitu dari Rp243.770 juta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp418.864 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh investasi jangka pendek yang mengalami peningkatan sebesar Rp136.820
juta atau 1.360,99% dan persediaan sebesar Rp15.958 atau 35,71%.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp23.584 juta atau turun 1,69% yaitu dari Rp1.397.635 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.374.051 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh depresiasi kapal dan tidak adanya penambahan asset yang
cukup signifikan.
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Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp60.907 juta atau 4,56% yaitu dari Rp1.336.728 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.397.635 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya pemugaran kapal ditangguhkan yang mengalami
peningkatan sebesar Rp47.236 juta atau 324%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp22.812 juta atau 1,74% yaitu dari Rp1.313.916 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.336.728 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap kapal sebesar Rp22.758 juta atau naik
1,76% dan aset hak guna usaha sebesar Rp5.992 juta atau naik 100,00%.

Jumlah Aset

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.128 juta atau 0,62% yaitu dari Rp1.634.290 juta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.644.418 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan investasi jangka pendek sebesar Rp31.149 juta atau naik
445,60%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp121.302 juta atau turun 6,91% yaitu dari Rp1.755.592 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.634.290 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas serta investasi jangka pendek
sebesar Rp188.211 juta atau turun 76,21%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp197.906 juta atau 12,71% yaitu dari Rp1.557.686 juta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.755.592 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas serta investasi jangka pendek
sebesar Rp136.820 juta atau 1.360,99%.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp12.772 juta atau turun 12,95% yaitu dari Rp98.609 juta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp85.837 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain sebesar Rp16.177 juta atau turun
90,75%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp12.772 juta atau turun 12,95% yaitu dari Rp98.609 juta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp85.837 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain sebesar Rp16.177 juta atau turun
90,75%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.171 juta atau 3,32% yaitu dari Rp95.438 juta untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp98.609 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank bagian jatuh tempo dalam waktu satu
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tahun sebesar Rp22.822 juta atau 54,42% dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu setahun sebesar Rp1.403 juta
atau 100,00%.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp15.464 juta atau turun 7,29% yaitu dari Rp212.118
juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp196.654 juta untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang bank jangka Panjang 12.923 juta atau
turun 15,70%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp19.287 juta atau turun 8,33% yaitu dari Rp231.405
juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp212.118 juta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank sebesar 33,22% dari total utang
keseluruhan menjadi sebesar Rp149.425 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp40.423 juta atau 21,17% yaitu dari Rp190.982 juta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp231.405 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang sebesar Rp70.135
juta atau 131,97% liabilitas sewa yang jatuh tempo lebih dari waktu satu tahun sebesar Rp4.818 juta atau 100,00%.

Jumlah Liabilitas

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp18.541 juta atau turun 6,22% yaitu dari Rp297.955 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp279.414 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank sebesar Rp17,566 juta atau turun
23,13%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp32.059 juta atau turun 9,71% yaitu dari Rp330.014 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp297.955 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang lain-lain Perseroan kepada pemasok pihak ketiga
dan utang bank.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp43.594 juta atau 15,22% yaitu dari Rp286.420 juta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp330.014 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 3.172 atau 3,32% dan liabilitas
jangka panjang sebesar Rp 40.423 atau 21,17%.

Jumlah Ekuitas

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan posisi yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 28.669 juta atau 2,15% yaitu dari Rp1.336.335 juta untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.365.004 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 37.847 juta atau naik 30,64%.
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Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp89.242 juta atau turun 6,26% yaitu dari Rp1.425.578 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.336.335 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembagian dividen perseroan sebesar Rp763.500 juta
pada tahun 2021.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp154.312 juta atau 12,14% vaitu dari Rp1.271.266 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.425.578 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 151.745 atau 25,47% dan
kepentingan non pengendali sebesar Rp 4.153 atau 5,95%.

4.3 Laporan Arus Kas

Tabel di bawah ini menjelaskan Ikhtisar arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2022%) 2021%) 2021 2020 2019
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi 41.266 11.767 152.901 198.023 158.803

Kas neto diperoleh dan (digunakan untuk) (38.461) (15.153) 108.602 (290.137) (177.521)
aktivitas investasi

Kas diperoleh dan (digunakan untuk) (17.584) (16.596) (309.847) 91.431 25.306
aktivitas pendanaan

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS (14.779) (19.982) (48.344) (683) 6.588
DAN SETARA KAS

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 51.738 100.082 100.082 100.765 94.177

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 36.958 80.100 51.738 100.082 100.765

*) Tidak diaudit

Penerimaan dari pelanggan dan pinjaman fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menjadi sumber
utama likuiditas Perseroan dan Entitas Anak. Penggunaan dana tersebut adalah untuk kegiatan operasional dan penambahan
aset tetap.

Pola penerimaan kas atas kegiatan operasi bergantung kontrak dengan pelanggan yang diperoleh Perseroan dan Entitas
Anak. Sedangkan pola kas atas kegiatan investasi bergantung dengan rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak seperti
penambahan aset tetap sementara penggunaan kas atas kegiatan pendanaan disesuaikan dengan rencana kegiatan
investasi.

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp29.499 juta atau naik 250,69% yaitu dari Rp11.767 juta
untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp41.266 juta untuk periode tiga bulan yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan
sebesar Rp29.161 juta atau naik 33,23%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020
Arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp45.122 juta atau turun 22,79% yaitu dari Rp198.023 juta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp152.901 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar
Rp37.642 juta atau 17,90%.
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Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp39.220 juta atau naik 24,70% yaitu dari Rp158.803 juta
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp198.023 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar
Rp106.681 juta atau 25,65%.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp23.308 juta atau turun 153,82% vyaitu dari
Rp15.153 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp38.461 juta untuk periode tiga
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penempatan investasi
jangka pendek Rp23.424 juta atau naik 309,23%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp181.535 juta atau naik 62,57% yaitu dari
minus Rp290.137 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp108.602 juta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penarikan investasi jangka pendek
sebesar Rp234.722 juta atau 91,36%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar Rp112.616 juta atau naik 63,44% yaitu dari
-Rp177.521 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp290.137 juta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penempatan deposito berjangka dan giro
yang dijaminkan sebesar Rp43.186 juta atau 265,67 %.

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Perbandingan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dengan periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2021

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp988 juta atau naik 5,95% yaitu dari
Rp16.596 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 menjadi Rp17.584 juta untuk periode tiga
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktivitas pembayaran utang bank
sebesar Rp988 juta atau naik 5,95%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp218.416 juta atau naik 238,89% yaitu
dari Rp91.431 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi minus Rp309.847 juta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama digunakan untuk pembayaran dividen sebesar
Rp763.500 juta atau 100% pada tahun 2021.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp66.125 juta atau
261,30% yaitu dari Rp25.306 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp91.431 juta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penambahan
utang bank sebesar Rp48.985 juta atau 51,86%.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan
Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan
likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sumber utama likuiditas Perseroan dan Entitas Anak

berasal dari Modal sendiri atau equity dari pemegang saham dan/atau PT Kreasi Cipta Timur selain kredit investasi pada
perbankan.
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Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan

Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan
modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan ekuitas.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan
sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan
operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan

Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang
mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. Belanja Modal

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Desember
2021 2020 2019
Kapal 6.000 30.744 52.343
Kendaraan 1.006 - 1.813
Perangkat lunak 644 45 -
Inventaris kantor 401 159 422
Peralatan kapal - 9 44
Biaya pemugaran - 962 17.776
Aset tetap dalam pembangunan 60.974 80.555 102.386
Jumlah Belanja Modal 69.025 112.474 174.784
Rincian Aset Dalam Pembangunan Jenis Aset Periode Realisasi

OSV/Arkarega Kapal Selesai di tahun 2021
OCC Jaguar Kapal Selesai di tahun 2021
Far Strait Kapal Estimasi selesai tahun 2022
Etzomer 505 Kapal Selesai di tahun 2021
CB 30 M Kapal Estimasi selesai tahun 2022
Etzomer 503 Kapal Selesai di tahun 2021
Arian 4002 Kapal Selesai di tahun 2021
Etzomer 504 Kapal Selesai di tahun 2021
Anggrek 601 Kapal Selesai di tahun 2021
KCT 1903 Kapal Selesai di tahun 2021
KCT 2203 Kapal Selesai di tahun 2021
Anggrek 7501 Kapal Selesai di tahun 2021
Anggrek 58 Kapal Selesai di tahun 2021
KCT 1303 Kapal Selesai di tahun 2021
Arian 4001 Kapal Estimasi selesai tahun 2023
LCT Armada IV Kapal Selesai di tahun 2021
CB Rurik 02 Kapal Selesai di tahun 2021
SPOB Armada VI Kapal Selesai di tahun 2021
KCT 1306 Kapal Selesai di tahun 2021
KCT 1301 Kapal Selesai di tahun 2021
KCT 1304 Kapal Selesai di tahun 2021
CB Lio Kapal Selesai di tahun 2021
KCT 1101 Kapal Selesai di tahun 2021
KCT 1102 Kapal Selesai di tahun 2021
Ruhen 13 Kapal Selesai di tahun 2021
Ruhen 14 Kapal Selesai di tahun 2021
KCT 1305 Kapal Selesai di tahun 2021
CB Talawang Danum Kapal Selesai di tahun 2021
KCT 1308 Kapal Selesai di tahun 2021
KCT 1903 Kapal Selesai di tahun 2021

27



&

Rincian Aset Dalam Pembangunan Jenis Aset Periode Realisasi
KCT 4001 Kapal Selesai di tahun 2021
Gem 01 Kapal Selesai di tahun 2021
Rurik 01 Kapal Selesai di tahun 2021
Surfer 1845 Kapal Selesai di tahun 2021
Software Software Selesai di tahun 2021
Biaya pemugaran Kapal Sebagian selesai 2021 dan sebagian 2022

PNEP

PALATALAM HASIHAL ERAL, PURAMASAR

Penambahan belanja modal diharapkan dapat menyumbang pendapatan sekitar Rp 40.0000 hingga Rp 60.000 setiap

tahunnya.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas internal Perseroan.
Belanja modal di periode mendatang, tetap akan mengandalkan dari kas internal Perseroan dan kekurangannya bila
diperlukan akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya, misalnya perbankan atau pemegang saham.

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang akan di lakukan oleh Perseroan.

7.

Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

No. No. Kontrak Nama Kontrak Penyewa Durasi Nama Kapal Lokasi - RRLieCE -
Mulai Selesai
004/SPSK/PNEP- Perjanjian Sewa Kapal PT Pelayaran Karya Available
! PKLP/IX/2021 Seabus Lentari Perdana 24 Bulan Seabus PHM Area 177112021 3171212023
2 177311 LCT for Fresh Water CSTS Joint Operation 12 Bulan Armada IV CSTS- 28712017 31/7/2021
Supply Babo
Agency Expenses &
Reimbursable Item for ; . CSTS-
3 1177319 LCT for Fresh Water CSTS Joint Operation 12 Bulan Non Vessel Babo 28(7/12017 31/7/2021
Supply
Provision of One (1) Unit PT Pertamina Hulu PHE
4 4710002340 Vist CrenB t( ) uni Energi West Madura 1,095 Hari EP Alfa WMO- 241112018 22/11/2021
ewboa Offshore Gresik
No. No. Kontrak Nama Kontrak Penyewa Durasi Nama Kapal Lokasi P,;::Ta":e
- . PHE
018/PSM/GEM- Perjanjian Sewa PT Pelayaran Nasional ) )
! PNEP/X/2020 Menyewa Kapal Ekalya Purnamasari 1.095 Hari Arian 4002 \évr“é'solk 171212020
04/PSM/GEM- Perjanjian Sewa PT Pelayaran Nasional PHKT-
2 PNEP/II1/2021 Menyewa Kapal Ekalya Purnamasari 36 Bulan Etzomer 504 Balikpapan 20/3/2022 - 18/3/2025
8. Manajemen Risiko Keuangan

Kebijakan manajemen Entitas dan Entitas Anak mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

a.

1)

Risiko Pasar

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing terutama disebabkan oleh bank, deposito, piutang usaha, aset lancar
lainnya, aset lain-lain, utang bank dan utang usaha yang sebagian didenominasikan dalam Dolar Amerika
Serikat. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha
dan arus kas Entitas dan Entitas Anak.

Entitas dan Entitas Anak tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap porsi eksposur risiko nilai tukar mata
uang asing, karena risiko ini masih dalam batas toleransi Entitas dan Entitas Anak.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Entitas dan
Entitas Anak melakukan pengawasan pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif
terhadap posisi keuangan Entitas dan Entitas Anak. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga,
Entitas dan Entitas Anak melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo
aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.
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b. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Entitas dan Entitas Anak jika pelanggan atau pihak lain dari
instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan
piutang lain-lain. Entitas dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan
piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Entitas dan Entitas Anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan sesuai
dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga
kecukupan saldo kas dan bank dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak. Entitas dan
Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus
serta pengawasan tanggal jatuh tempo liabilitas keuangan.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang
dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit
Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

10. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak
langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, antara lain:

«  Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset
pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.

« Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di
Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh
oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas
daerah setempat.

«  Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya UU Cipta Kerja dan
implementasinya yaitu PP 35/2021) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak secara material
terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh
penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan,
terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil dan likuiditas yang ketat pada
sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pemborong (kontraktor),
perdagangan, pengolahan lahan, pengadaan barang, jasa dan perindustrian, yang dapat berkelanjutan dan berdampak
terhadap keuangan dan operasional perusahaan.

Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional
sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya
yang diterapkan oleh Pemerintah, kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kebijakan yang timbul berada di luar
kontrol perusahaan.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona
(“Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan
domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perseroan serta pelanggan dan pemasok Perseroan. Meskipun gangguan
ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap
operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada
saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk
menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perseroan.
Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja
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secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami
sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan
di atas.

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, Pemerintah
Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“Perpu”) No.1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan.

Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:
e Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% (tarif pajak wajib yang berlaku pada tahun 2019 dan 2018) menjadi 22%;
e Mulai tahun pajak 2022: menjadi 20%;

Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih
rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.
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VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan
oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan,
lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk
membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan
dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang
menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap
kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap
harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari
investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha,
arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun
berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak

Fluktuasi harga minyak di sektor pelayaran yang ditetapkan Pemerintah seringkali tidak dapat diprediksi oleh
Perseroan. Kenaikan harga minyak memiliki porsi kontribusi yang cukup besar dalam biaya operasional, Perseroan
umumnya sudah memiliki kontrak perjanjian yang telah ditentukan bahwa bahan bakar minyak dibebankan kepada
pelanggannya. Namun pada prakteknya, ada beberapa kesepakatan bahwa Perseroan membayar bahan bakar
minyak di muka terlebih dahulu untuk memenuhi minimum bahan bakar yang tersedia disaat awal sewa dimulai,
yang mana pada saat berakhirnya kontrak sewa bahan bakar tersebut akan dikembalikan kuantitinya sesuai dengan
saat awal disewa. Maka dengan adanya modal awal dalam pembelian minyak tersebut menyebabkan modal awal
dipakai untuk pembelian bahan bakar dan juga dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak maka dapat
mempengaruhi kondisi keuangan dan arus kas Perseroan.

2. Risiko Kurs Dollar

Beberapa transaksi yang dilakukan oleh Perseroan seringkali menggunakan mata uang asing dimana sebagian
besar kontrak dan pembelian kapal dari luar negeri dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika (US$). Sehingga,
fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi marjin keuntungan dan
kinerja keuangan. Kontrak-kontrak yang dimiliki oleh Perseroan merupakan kontrak time charter dengan jangka
waktu beberapa bulan kedepan dengan persyaratan dan kondisi yang telah disepakati dimuka. Adanya perubahan
nilai tukar mata uang asing, mengakibatkan jumlah pendapatan yang diterima dari kontrak tersebut berubah. Namun
demikian Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk terus melaksanakan selama jangka waktu kontrak. Hal tersebut
berdampak pada laba usaha, laba bersih dan kinerja Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi
Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Dalam Pelaksanaan Kontrak

Bahwa atas pelaksanaan perjanjian dengan client terdapat syarat dan kondisi yang waijib dipenuhi oleh Perseroan
baik dalam hal pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal, ketepatan waktu, dan performa vessel. Dalam
pelaksanaannya seringkali terjadi kendala diantaranya:
a. Back charge
Denda yang dikenakan sebagai akibat adanya selisih pemakaian bahan bakar pada saat kapal beroperasi
sebagaimana yang telah ditentukan diawal perjanjian yang berisi nilai maksimal pemakaian bahan bakar dan
tidak boleh melebihi.

b.  Breakdown
Adanya kondisi kapal yang tidak dapat dioperasikan akibat kapal mengalami kerusakan tiba-tiba diluar prediksi.

¢.  Reduction scheme
Adanya kondisi ketidaksesuaian kapal sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam kontrak dimana terdapat
kekurangan atau ketidaksempurnaan terkait vessel comply baik dari segi teknikal, jumlah crewing hingga
operasional yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
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d. Penalty
Kondisi dimana kapal tidak dapat dioperasikan setelah melebihi batas waktu breakdown. Nilai penalty
maksimal 5% dimana jika melebihi maka akan diberlakukan early termination contract.

Perseroan selama ini mampu memberikan service excellent kapada clients sehingga atas potensi risiko diatas dapat
diminimalisir dan tidak memberikan impact kepada kinerja Perseroan

2. Risiko potensi adanya pemutusan kontrak

Pendapatan Perseroan sebagian besar didapatkan dari kontrak penyewaan kapal dari pelanggan, tetapi tidak ada
kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan berkelanjutan memakai jasa Perseroan di masa mendatang
dengan memperpanjang kontrak atau mengadakan kontrak baru dengan Perseroan. Dalam hal pelanggan tidak
memutuskan dan/atau mengakhiri kontraknya atau mengurangi frekuensi penggunaan jasa Perseroan, hal ini dapat
mempengaruhi pendapatan dan laba Perseroan.

3. Risiko Kapal Pengganti

Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan dapat mengalami kerusakan di laut sehingga mengakibatkan timbulnya biaya
perbaikan dan hilangnya potensi pendapatan yang diperoleh dari operasional kapal tersebut. Jika kapal masih
dalam kontrak oleh pelanggan maka ada kemungkinan perseroan harus menyewa kapal serupa dari pihak ketiga
untuk mengganti kapal perseroan yang sedang rusak. Nilai sewa kapal pengganti ada kemungkinan lebih tinggi dari
kontrak sehingga Perseroan akan terbeban dengan selisih biaya sewa.

C. Risiko Umum
Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh
kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri,
pergeseran dalam pola belanja konsumen, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat Perseroan
beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melemahnya atau
memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha dapat
berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dan arus kas
yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

Memburuknya kondisi ekonomi atau gangguan di pasar kredit juga dapat menimbulkan risiko pada hubungan Perseroan
dengan pelanggan dan kreditur. Jika kondisi ekonomi memburuk secara signifikan, atau jika pelanggan atau pemasok
bahan baku Perseroan tidak dapat melunasi fasilitas kreditnya atau terpaksa berhenti melakukan kegiatan usahanya,
usaha Perseroan dapat terdampak secara negatif dan material.

Risiko Terkait Gugatan atau Tuntutan Hukum

Apabila Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan
sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu, perubahan hukum, peraturan
ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat
pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak
material pada kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah mengenai ekonomi, moneter, sosial dan politik dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat
juga mengakibatkan terjadinya perubahan undang-undang dan peraturan. Kebijakan pemerintah lainnya yang mungkin
muncul terkait dengan kegiatan operasional seperti, bidang perpajakan, ijin dan peraturan lainnya terkait dengan
berbagai pembatasan serta restribusi yang berbeda dari saat ini berlaku akan memiliki dampak terhadap kegiatan dan
kinerja usaha serta kondisi keuangan Perseroan. Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada permasalahan hukum yang
bersifat material Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan.
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Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan
usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan
baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau
pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan
dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana
lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam
hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Bagi Investor Yang Berkaitan Dengan Saham
Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar maju dan jika risiko-
risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara
historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara
signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan
usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;

- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;

- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;

- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;

- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;

- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan

- penyitaan atau pengambilalihan aset.

Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan
pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal,
dan analis;

- Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;

- Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri
Perseroan;

- Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;

- Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara
berkembang;

- Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;

- Perubahan peraturan Pemerintah; dan

- Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa
penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau
terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang
terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar

yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan
nilai yang substansial.
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Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang
diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu
atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN
SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
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VIl. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan
dan Entitas Anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal
efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember
2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI"), dan ditandatangani oleh Ady Putera Setyo Pribadi, CPA (Registrasi
Akuntan Publik No. AP. 1191) untuk tanggal 31 Desember 2021 dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal
lain”, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00185/3.0355/AU.1/05/1191-1/1/VI11/2022
bertanggal 21 Juli 2022 yang juga tercantum dalam Prospektus ini dan Gideon, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1192)
untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan opini tanpa modifikasian.

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka
perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak disampaikan penyajian dan
pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2022 yang diperoleh dari laporan internal Entitas dan Entitas Anak dan menjadi tanggung jawab
manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang
mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan
interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.
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LAARAM HASKMAL KALS PURHAMALAR

Vil. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian
Perseroan No. 11, tanggal 20 April 1992, yang dibuat di hadapan Grace Margareth Goenawan, S.H., Notaris di Ambon
sebagaimana diubah seluruhnya dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan Berkedudukan di
Kotamadya Ambon No. 1, tanggal 10 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta,
dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman (saat ini dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia — “Menkumham”), berdasarkan Surat Keputusan No. C-13404 HT.01.01.TH.2001, tanggal 16 November 2001,
sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”) No. 012717 pada Berita Negara
Republik Indonesia (“BNRI") No. 028, tanggal 8 April 2022 (*Akta Pendirian”).

Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Pers(?/:)tase

Modal Dasar 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 96,90

Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 3,00

Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.300.000.000 630.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 18.900.000.000 1.890.000.000.000

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali
dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan No. 18 Tanggal 5 April 2022 di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Selatan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia berdasarkan keputusan nomor
AHU-0024469.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan nomor
AHU-AH.01.06-0001513 tanggal 5 April 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:
a. Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:

Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramperuntuk Penumpang (KBLI No. 50111);

Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata (KBLINo. 50113);

Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (KBLI No.50114);

Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI No. 50131);

Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang (KBLI No. 50211)

o=

b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung Kegiatan Usaha Utama adalah sebagai berikut:
1. Angkutan laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang (KBLI N0.50112)
2. Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (KBLI No. 50121)
3. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (KBLI No.50141)
4. Acktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI No. 52221);
Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Graha KCT Lt. 3, JI. W.R. Supratman No.23. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai
berikut;

Tahun 2019

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.
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Tahun 2020
Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.
Tahun 2021

Berdasarkan Akta No. 24/2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk (i) meningkatkan modal dasar Perseroan
dari sebesar Rp298.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.520.000.000.000
(dua triliun lima ratus dua puluh miliar) dan (ii) meningkatkan modal yang ditempatkan serta disetor yang semula sebesar
Rp136.500.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp630.000.000.000 (enam ratus
tiga puluh miliar Rupiah) yang diambil bagian dan disetor secara penuh oleh:

a. Eka Taniputra, sebanyak Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah);

b.  Tan Christian Taniputra, sebanyak Rp14.520.000.000 (empat belas miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah); dan

c. PT Kreasi Cipta Timur, sebanyak Rp478.470.000.000 (empat ratus tujuh puluh depan miliar empat ratus tujuh puluh juta
Rupiah),

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan setelah peningkatan modal tersebut di atas adalah menjadi
sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham

Keterangan Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp) Pe’s(ﬁ/stase

Modal Dasar 2.520.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT Kreasi Cipta Timur 610.470 610.470.000.000 96,90

Tan Christian Taniputra 18.900 18.900.000.000 3,00

Eka Taniputra 630 630.000.000 0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 630.000 630.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 1.890.000 1.890.000.000.000

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 18/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah nilai nominal masing-masing
saham menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham perseroan
setelah perubahan tersebut menjadi sebagai berikut

Nilai Nominal Rp100,- per saham

Keterangan Jumlah Saham  Jumlah Nominal (Rp) Pe's(f/stase

Modal Dasar 25.200.000.000 2.520.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT Kreasi Cipta Timur 6.104.700.000 610.470.000.000 96,90

Tan Christian Taniputra 189.000.000 18.900.000.000 3,00

Eka Taniputra 6.300.000 630.000.000 0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6.300.000.000 630.000.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 18.900.000.000 1.890.000.000.000

3. Kejadian Penting yang Memengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun Peristiwa / Kejadian Penting
April 2022 Perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka
Maret 2022 Memperoleh penghargaan The Best Safety Performance Offshore Contractors dari Exxonmobil
Maret 2022 Konsorsium project Fast Utility Vessel 40 Meter dengan Petronas dan Sillo Maritime Perdana
April 2021 Memperoleh Approval dari MPA singapore untuk memanage kapal berbendera Singapura

berdasarkan Document of Compliance Maritime Port of Authority Singapore (GEM)
Oktober 2020 Menjadi anggota dari International Marine Contractors Association (IMCA)
Maret 2020 Pemenang Tender dari Kangean Energy Indonesia Ltd untuk Penyedia Jasa Pembuatan Kapal
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4, Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum
PT Kreasi Cipta Timur (“PT KCT”)

PT KCT adalah pemilik/pemegang 6.104.700.000 (enam miliar seratus empat juta tujuh ratus ribu) saham dalam Perseroan,
senilai Rp610.470.000.000 (Enam ratus sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) atau mewakili 96,90% dari seluruh
modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Riwayat Singkat

PT KCT didirikan dengan nama PT Kreasi Cipta Timur berdasarkan Akta Pendirian PT KCT No. 1, tanggal 24 Oktober 2016,
yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan
oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0048248.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 31 Oktober
2016 ("Akta Pendirian PT KCT").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT KCT adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara PT KCT No. 3 tanggal
22 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Priska Khoeway, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan ("Akta No. PT KCT
3/2021"), yang memuat persetujuan para pemegang saham PT KCT untuk meningkatkan modal disetor sehingga merubah
pasal 4 Anggaran Dasar PT KCT. Akta No. PT KCT 3/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0437053, tanggal 13 Agustus 2021

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PT KCT, kegiatan usaha PT KCT adalah menjalankan usaha aktivitas perusahaan
holding.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham PT KCT berdasarkan Akta No. PT KCT 3/2021 adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp100 per Saham

H 0,
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (%)

(Rp)

Modal Dasar 460.000 460.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Tan Christian Taniputra 172.000 172.000.000.000 80,00

Eka Taniputra 43.000 43.000.000.000 20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 215.000 215.000.000.000 100.00
Penuh
Saham dalam Portepel 245.000 245.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan (Pengganti Rapat) Para Pemegang Saham PT KCT No. 97, tanggal 31 Oktober
2019, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0092504.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 10 November
2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan No. AHU-AH.01.03-0357574, tanggal 10 November 2019 , susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT KCT adalah
sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur . Eka Taniputra
Direktur : Efilya Kusumadewi

Dewan Komisaris
Komisaris : Tan Christian Taniputra
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5.  Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan sebagai berikut:

Remuneration
Committee |

Board of
Director

LAARAM HASKMAL KALS PURHAMALAR

Audit
Committee

corp. Small
Legal Marine

Chief
Operating Officer

6. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Chief

Peaple Officer

I

Chief
Finaricial Officer

=

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai

berikut:

No.

Jenis Izin dan Tanggal Terbit

Masa Berlaku

Instansi yang Menerbitkan

A. Perseroan

a. Nomor Induk Berusaha No. 8120218200539, Selama Perseroan Lembaga Online Single Submission
diterbitkan pada 3 Desember 2018 melaksanakan kegiatan

usahanya

b. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Selama Perseroan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
(SIUPAL) No. BXXV-1986/AL/58, tanggal 12 Juni melaksanakan kegiatan
2002 usahanya

C. Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak No. Hingga 26 Mei 2023 Menteri Energi dan Sumber Daya
319/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tentang Izin Usaha Mineral
Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Pelayaran
Nasional Ekalya Purnamasari, tanggal 12
September 2019, sebagaimana terakhir diubah
dengan lzin Pengangkutan BBM No. 211/1/IU-

PB/ESDM/PMDN/2019, tanggal 20 September 2019
(“lzin Pengangkutan BBM").

d. Sertitkat Izin usaha pengangkutan BBM, Minyak Hingga 26 Mei 2023 Menteri Energi dan Sumber Daya
Bumi dan Hasil Olahan No. Mineral
05/AL.(01,03,08).23.0079, tanggal 12 September
2019 (*Lampiran lIzin Pengangkutan BBM").

B. PTGEM

a. Nomor Induk Berusaha No. 8120310112567, Selama PT GEM Lembaga Online Single Submission
diterbitkan pada 26 November 2018, melaksanakan kegiatan
dan terakhir dicetak pada tanggal 9 Mei 2022 usahanya

1. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Selama PT GEM Direktur Jenderal Perhubungan Laut
(SIUPAL) No. B XXXIV — 189/AT.54, tanggal 31 melaksanakan kegiatan
Maret 2008 usahanya

7. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam
Akta No. 18/2022, adalah sebagai berikut:
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LAARAM HASKMAL KALS PURHAMALAR

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Surjali

Komisaris Independen : Fida Unidjaja
Direksi

Direktur Utama . Eka Taniputra

Direktur . Efillya Kusumadewi

Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33
Tahun 2014.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Nama : Edwin Surjali

Jabatan : Komisaris Utama
' = Warga Negara Indonesia, 38 tahun.
W 1..“’ )

Memperoleh gelar Bachelor of Software Engineering dari Curtin University, Perth, WA
pada tahun 2006

Sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022, sebelumnya sebagai Direktur Utama
PT Arte Builder sejak tahun 2010 sampai saat ini, Direktur PT Karya Prima
Construction sejak tahun 2011 sampai saat ini, dan Komisaris PT Kindai Technology
sejak tahun 2008 sampai saat ini

Nama : Fida Unidjaja
Jabatan : Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun.
Memperoleh gelar Sarjana Akutansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1985

Sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022, sebelumnya sebagai
Direktur di PT Arpeni Pratama Ocean Line sejak tahun 1985 sampai tahun 2012,
sebagai Direktur PT Mandira Sani Pratama pada tahun 2002 sampai 2012, Komisaris
PT Ayrus Prima pada tahun 2009 sampai 2012, Konsultan BP Berau Ltd pada tahun
2014 sampai 2016

Direksi

Nama : EKA TANIPUTRA
Jabatan : Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Memperoleh gelar dari Bachelor of Engineering Curtin University, Perth Australia pada
tahun 2006.

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sejak
tahun 2013 sampai saat ini. Saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Oremus Bahari
Anugerah sejak 2007 , Direktur Utama di PT Global Eka Marine sejak 2007, Direktur
Utama di Ohana Multindo Gemilang sejak 2015, Direktur Utama di PT Kreasi Cipta
Timur (KCT Group) sejak 2016, Direktur di PT Voyya Global Travelindo tahun 2020,
dan Komisaris di PT Eka Multi Bahari sejak 2019
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Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Eka Multi Bahari pada tahun
2005-2012, Direktur di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari pada tahun 2008-
2013, Direktur di PT Eka Multi Bahari pada tahun tahun 2012-2017, Direktur di PT
Eka Multi Bahari pada tahun 2012-2017 dan Komisaris di PT Voyya Global
Travelindo.

Nama : EFILYA KUSUMADEWI, B.Sci
Jabatan : Direktur

Warga Negara Indonesia, 35 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor Science dari Curtin University, Perth, Australia pada
tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur di PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari sejak tahun
2016 sampai saat ini. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Kreasi Cipta Timur
sejak tahun 2016.

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham Perseroan yang
dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tan Christian Taniputra (Pemegang Saham) merupakan ayah kandung dari Eka Taniputra (Direktur Utama) dan Efilya
Kusumadewi (Direktur).

2. Eka Taniputra (Direktur Utama) merupakan kakak kandung dari Efilya Kusumadewi (Direktur)

3. Edwin Surjali (Komisaris Utama) merupakan suami dari Efilya Kusumadewi (Direktur)

Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

+  Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

+  Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.

+  Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

*  Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan
RUPS.

+  Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

+  Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling
sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan
dengan Direksi.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2021:

Jumlah dan (%) Kehadiran
Jumlah Rapat  Jumlah Kehadiran %
Tan Christian Taniputra (lama) Komisaris 4 4 100

Nama Jabatan
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Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2022:

Jumlah dan (%) Kehadiran
Jumlah Rapat  Jumlah Kehadiran %
Komisaris Utama - - -
Komisaris Independen - - -

Nama Jabatan

Edwin Surjali (baru)
Fida Unidjaja (baru)

Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi

*  Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

«  Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan
dan Anggaran Dasar Perseroan;

+  Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan

«  Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk
komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan
hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran
Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Direksi selama tahun 2021:

Jumlah dan (%) Kehadiran

e Bl Jumlah Rapat  Jumlah Kehadiran %
Eka Taniputra Direktur Utama 12 12 100%
Efilya Kusumadewi Direktur 12 12 100%

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris

Nama Jabatan Kegiatan Yang Diikuti Tanggal Pelaksanaan
Edwin Surjali Komisaris - -
Utama
Fida Unidjaja Komisaris - -
Independen
Workshop DISC, CBI & Modul MT 13 Agustus 2020
Workshop Job Description & Struktur 8 September 2020
Eka Taniputra Direktur Organisasi
Utama Training Employee Engagement 21 Oktober 2020
Leadhership Camp 2021 22-23 September 2021
Business Process Mapping 11 Maret 2022
Workshop DISC, CBI & Modul MT 13 Agustus 2020
Workshop Job Description & Struktur 8 September 2020
Organisasi
Efilya Kusumadewi 'll-'raining Employee Engagement 21 Oktot?er 2020
Direktur egal for Non Legal . 21 Apr!I 2021
Competency Bassed Interview 30 Juli 2021
Leadershiop Camp 2021 22-23 September 2021
Memahami Peraturan Laporan Kegiatan 21 Oktober 2021
Penanaman Modal & Implementasinya
Business Process Mapping 11 Maret 2022

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus
ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS
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dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Gaiji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp371 juta, Rp371 juta, dan Rp372
juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp739 juta, Rp746 juta, dan Rp751
juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.
8. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)

Dalam semua aspek kegiatan Perseroan baik operasional maupun pendukung, Perseroan senantiasa menempatkan aspek-
aspek tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah
persaingan industri yang kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya
Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG) dimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin
terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan
eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas
bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi
persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi
landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-
sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama
ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen
untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan
hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi
para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan,
Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama
ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen
untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan
hukum yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat
Penunjukkan No. 002/COR-KPTS/I11/2022 tanggal 5 April 2022 Perseroan telah mengangkat Wawan Heri Purnomo sebagai
Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

«  Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

«  Memberikan pelayanan kepada Investor atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan aspek keterbukaan
informasi Perseroan;

«  Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal, dengan
bertujuan menciptakan dan memelihara komitmen baik Perusahaan di hadapan regulator;

«  Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan Investor;

+  Bekerja sama dengan departemen accounting untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas laporan keuangan
secara tepat waktu dan akurat.
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Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Nama . Wawan Heri Purnomo

Jabatan . Sekretaris Perusahaan

Alamat :Jalan Simo Kwagean Kuburan nomor 11, Kelurahan Banyu Urip Kecamatan
Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Telepon . 0813-5717-1975

E-mail . Wawan@pnep.co.id , corsec@pnep.co.id

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Wawan Heri Purnomo
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.
Memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga pada tahun 2017.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2022 - sampai saat ini. Sebelumny menjabat sebagai
Assistan Vice President PT Citra Maharlika Lintas Wahana, General Manager Legal & Compliance PT Tancorp Abadi
Nusantara, Corporate Secretary PT Jaya Sukses Makmur Sentosa. Memulai karir sebagai Kepala Seksi Treasury PT Citra
Marga Nusaphala Persada Tbk , Kepala Seksi Hukum & Perijinan PT Citra Marga Nusaphala Persada Thk, Kepala
Departemen Hukum Korporat & General Affair PT Citra Margatama Surabaya, Manajer Biro Hukum & Sekretaris PT Citra
Margatama Surabaya, Plt Kepala Departemen Divisi Umum & Satuan Pengawas Internal PT Citra Margatama Surabaya, Plt
Satuan Pengawas Internal PT Citra Margatama Surabaya, Plt Kepala Departemen Pengadaan PT Citra Margatama Surabaya,
Tim Compliance Direksi PT Citra Margatama Surabaya, Spesiment Cheque & Giro PT Citra Margatama Surabaya,

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar
dalam bidang Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit
Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan

Surat No. 003/COR-KPTS/111/2022 tanggal 5 April 2022, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil
keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua . Fida Unidjaja
Anggota . Anggie Indah Purwitaningsari
Anggota . Rifsa Nurul Faiza

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit Perseroan:

Jabatan Nama Riwayat Hidup
Ketua Fida Unidjaja Riwayat Hidup Fida Unidjaja dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris”
diatas
Anggota Anggie Indah 2017 — Sekarang Direktur Utama, PT Eunoia Mudita Teknologi
Purwitaningsari :
Anggota Rifsa Nurul Faiza 2020 — 2021 . Finance, PT Sejati Tritunggal Indah

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

« melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak
otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

+ melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan
Perseroan;

« memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa
yang diberikannya;

«  memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
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«  melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut
oleh Direksi atas temuan auditor internal;

« melakukan penelahaan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan
tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;

«  menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akutansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

* menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan
Perseroan; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan
Akuntan terkait tugas dan targgung jawab Komite Audit;

3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika
diperlukan); dan

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/COR-KPTS/111/2022 tertanggal
5 April 2022, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan menunjuk Sdr. Alfi Rahmi sebagai Kepala
Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh
Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 5 April 2022. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.
Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Alfi Rahmi
Anggota : Delis Sabrata
Berikut ini keterangan singkat Unit Audit Internal Perseroan:
Jabatan Nama Riwayat Hidup
Ketua Alfi Rahmi 2017 - Sekarang . Accounting Manager, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
2012-2015 : Accounting Supervisor, PT Mitra International Resources, Tbk
2010 - 2012 . Auditor, KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)
Anggota Delis Sabrata 2022 - Sekarang  : Audit Internal, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
Sebelumnya . Finance, PT Jati Dharma Indah

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

* menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;

«  menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan
perusahaan;

«  melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber
daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

«  memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat
manajemen;

«  membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;

+  memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

+  bekerja sama dengan Komite Audit;

*  menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan

«  melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

«  mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;

«  melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari
Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

+  mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

+  melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.
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Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34 Tahun 2014, Perseroan telah memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi
yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/COR-
KPTS/I1/2022 tanggal 5 April 2022.

Ketua : Fida Unidjaja
Anggota : Edwin Surjali
Anggota : Sudarmadi

Berikut ini keterangan Komite Nominasi dan Remunerasi:

Jabatan Nama Riwayat Hidup
Ketua Fida Unidjaja Riwayat Hidup Fida Unidjaja dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris”

diatas

Anggota Edwin Surjali Riwayat Hidup Edwin Surjali dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris”
diatas

Anggota Sudarmadi 2021 — Sekarang HC Manager, PT Pelayaran Nasional Ekalya
: Purnamasari
2018 - 2021 Sr Officer, HR Services Dexa Medica Group

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

Terkait Fungsi Nominasi

+  Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
a. Komposisi jabatan anggo